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ABSTRAK 

Qoyyumi, Nujumul 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Saham di 

PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.  

Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.  

Kata Kunci: Investasi Saham, Akad Shirkah, Proporsi Keuntungan, Bagi Hasil  

Dalam melakukan penghimpunan modal untuk dapat membangun usaha, 

masyarakat dapat mengunakan kerjasama dengan sistem investasi saham. PT 

Karya Bintang Sembilan Ponorogo merupakan perusahaan milik organisasi 

Nahdlatul Ulama Ponorogo yang membuka penawaran investasi saham kepada 

masyarakat umum. Akad yang dipergunakan dalam investasi ini adalah akad 

shirkah. Shirkah merupakan persekutuan modal antara dua orang atau lebih untuk 

menjalankan usaha bersama. Dalam pelaksanaan investasi ini, pada saat akad 

pengelola tidak menyepakati proporsi keuntungan bagi para mitra. Menurut teori, 

proporsi keuntungan harus disepakati di awal akad. Selain itu, kerugian yang 

terjadi pada tahun 2019 dibagi sama rata, sedangkan para ulama menyepakati 

bahwa proporsi kerugian  dibagi berdasarkan proporsi modal. Berdasarkan uraian 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian investasi saham di PT Karya 

Bintang Sembilan Ponorogo melalui pendekatan hukum Islam.   

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

(1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad investasi saham 

di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap bagi hasil investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi. Analisis yang digunakan 

adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi tiga 

langkah: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta 

penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusing drawing/verification).  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan 

akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo secara umum telah 

sesuai dengan hukum Islam. Bentuk akad yang dilaksanakan menggunakan 

shirkah ina>n. Dalam ha penetapan proporsi keuntungan yang tidak disepakati di 

awal akad, akad investasi saham ini tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam. 

Karena proporsi keuntungan disepakati bersama ketika RUPS. Kedua, ditinjau 

dari hukum Islam pelaksanaan bagi hasil di PT Karya Sembilan Ponorogo telah 

sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan alokasi keuntungan yang 

dihitung secara jelas dinyatakan dalam bentuk presentase, pembagian keuntungan 

kepada setiap pemegang saham berdasarkan investasi yang dikuantifikasikan 

dengan keuntungan setiap lembar saham, serta pembagian kerugian yang sesuai 

proporsi investasi masing-masing pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. 

Aktivitas perekonomian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang 

dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Di sini manusia diharuskan 

berinteraksi dengan yang lain agar dapat saling melengkapi kebutuhan atau 

saling bekerja sama. Dalam Islam segala aktivitas perekonomian 

diperbolehkan asal membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di 

dalamnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih berikut: 

أَنْ يَدُلا دَلىيْلٌ عَلَي تََْرىيْىْهَا باَحَةُ إىلَّا  الأَ صْلُ فِى الَأشْيَاءىالإى
“Segala sesuatu (dalam hal muamalat) diperbolehkan sampai ada dalil yang 

mengharamkan.”
1
 

 

Islam memang telah merangkul seluruh aspek kehidupan manusia 

dalam suatu tuntunan syariah secara komprehensif baik dari segi ibadah 

(ritual) dan termasuk juga muamalah (sosial). Adanya tuntunan syariah Islam 

dalam bermuamalah diperlukan sebagai rules of the game atau sebagai aturan 

main manusia dalam kehidupan sosial.
2
 Hal ini diperlukan karena dengan 

adanya suatu peraturan manusia dapat saling menghargai hak masing-masing 

dan tidak saling merugikan satu sama lain sehingga kehidupan dapat berjalan 

damai dan seimbang.    

                                                           
1
Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam  Perspektif 

Maqa>shid al-Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2014), 10-11. 
2
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), 4. 
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Beberapa prinsip muamalah dalam Islam di sektor ekonomi adalah 

adanya larangan riba, menggunakan sistem bagi hasil, pengambilan 

keuntungan, pengenaan zakat, dan lain sebagainya.
3
 Prinsip syariah tersebut 

merupakan perjanjian dalam hukum Islam diantara para pihak. Dalam 

penyelenggaraan setiap kegiatannya menggunakan prinsip syariah seperti 

penyimpanan dana, pembiayaan usaha dan kegiatan lainnya. Prinsip-prinsip 

tersebut diaplikasikan ke dalam jual beli (mura>bahah), pinjam meminjam 

(‘a>riyah), sewa menyewa (ija>rah), kerjasama (mud{a>rabah/musha>rakah) dan 

lain-lain.
4
 

Musha>rakah atau shirkah adalah akad kerja sama yang biasanya 

digunakan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan bersama, yang dalam 

istilah modern disebut joint venture profit sharing.
5
 Akad ini diperbolehkan 

berdasarkan Firman Allah SWT. surat S}ha>d  ayat 24 :  

هى  وَإىنا كَثىيراً مىنَ الْْلَُطاَءى ليََبْغىي بَ عْضُهُمْ  قاَلَ لَقَدْ ظلََمَكَ بىسُؤَالى نَ عْجَتىكَ إىلََٰ نىعَاجى
اَ فَ تَ نااهُ عَلَىٰ بَ عْضٍ إىلَّا الاذىينَ آمَنُوا وَعَمىلُوا الصاا اَتى وَقَلىيلٌ مَا هُمْ وَظَنا دَاوُودُ أنَّا لِى

                                                                 (42)فاَسْتَ غْفَرَ رَباهُ وَخَرا راَكىعًا وَأنَاَبَ 
Artinya: 

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada 

kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu 

berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang 

begitu.”Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya;maka dia 

                                                           
3
Ibid., 5. 

4
Darmawati Hanafi, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”, Sulesana,Vol. 12 No. 

2 (2018), 158.  
5
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor, Ghalia Indonesia, 

2012), 151. 
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memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 

bertaubat.”
6
   

  

Kerja sama shirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan perserikatan dalam kegiatan usaha atau bisnis. Menurut 

Sayyid Sabiq, akad shirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat 

pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
7
 Terdapat empat rukun yang harus 

dipenuhi ketika melaksanakan akad kerjasama shirkah ini. Yaitu adanya dua 

orang yang akan melaksanakan transaksi (‘aqidayn), ucapan dari kedua belah 

pihak yang akan melaksanakan kerjasama (s}i>ghat), dan rukun yang terakhir 

adalah adanya objek shirkah atau modal pokok. Modal pokok dapat berupa 

harta maupun pekerjaan. Modal pokok yang berupa harta tidak benda 

terutang. Untuk persyaratan dari kerjasama shirkah disesuaikan dengan 

jenisnya, karena masing-masing jenis akad shirkah memiliki syarat khusus 

yang harus dipenuhi. Namun berdasarkan kesepakatan ulama, secara umum 

syarat shirkah antara lain; para pihak memiliki kecakapan untuk 

melaksanakan transaksi, modal diketahui dan ada pada saat transaksi, serta 

besarnya keuntungan diketahui pada saat akad. Dalam akad kerjasama ini, 

para pihak akan menyepakati porsi dana masing-masing sedangkan 

keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian akan dibagi 

berdasarkan porsi modal.
 8

 Dengan adanya percampuran kedua modal ini 

tentu para pihak dapat saling membantu satu sama lain dalam pengembangan 

                                                           
6
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), 650-651.  
7
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 125.  

8
Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka, 

2010), 539. 
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usaha dan mendapatkan keuntungan secara syariah. Pihak yang kekurangan 

dana secara otomatis akan mendapat tambahan modal usaha dan pihak yang 

kelebihan dana dapat mengelola dananya secara bersama dengan akad shirkah  

ini.   

Pada saat pembuatan akad/kontrak, proporsi keuntungan yang 

dibagikan kepada para pihak harus disepakati. Jadi, proporsi ditetapkan di 

awal kontrak. Jika tidak maka akad tidak sah menurut syariah. Para ahli 

hukum Islam memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan proporsi 

keuntungan. Menurut Imam Malik dan Iman Syafi’i, proporsi keuntungan 

dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai 

dengan proporsi modal yang disertakan. Lain halnya dengan Imam Ahmad 

yang berpendapat jika proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi 

modal yang telah disertakan. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu 

Hanifah, beliau berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari 

proporsi modal pada kondisi normal. Namun, pihak yang memutuskan 

menjadi sleeping partners atau pihak yang tidak menjadi bagian dari 

pengelola, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi  proporsi modalnya.
9
  

Jika pada penetapan proporsi keuntungan ahli hukum memang 

memiliki perbedaan, namun pada pembagian kerugian para ahli hukum 

sepakat bahwa setiap pihak menanggung kerugian sesuai dengan 

investasinya.
10

 Setelah terjadi kesepakatan akad antara ‘aqidayn  (dua pihak 

yang melakukan transaksi), setiap pihak memberikan wewenang kepada 

                                                           
9
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 222. 

10
Ibid. 
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pihak lainnya untuk mengatur aset. Pihak tersebut harus menggunakannya 

dengan baik serta memelihara kepentingan mitra lainnya dan tidak diizinkan 

mencairkan modal untuk kepentingann pribadi. Penggunaan akad shirkah 

diaplikasikan untuk modal usaha atau investasi.
11

 

Berdasarkan uraian di atas, kadangkala pelaksanaan akad yang telah 

ditentukan hukum Islam belum berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Seperti yang terjadi pada praktik investasi saham yang terdapat di PT Karya 

Bintang Sembilan Ponorogo.  Perusahaan yang resmi berdiri pada tahun 2015 

ini membuka penawaran investasi saham dengan akad shirkah. PT Karya 

Bintang Sembilan Ponorogo merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis 

ritail jenis swalayan. Nama swalayan tersebut adalah “Bintang Swalayan”, 

yang sebelumnya telah memiliki cabang yang tersebar di beberapa tempat, 

yakni: Bathoro Kathong, Jenangan, Jetis, Slahung, Sawoo, dan Mlarak. Dan 

saat ini, tersisa satu cabang yakni Bintang Swalayan Cabang Bathoro 

Kathong saja yang berada di bawah naungan PT Karya Bintang Sembilan 

Ponorogo karena cabang lain telah dimandirikan. 

Saham  yang ditawarkan sebesar Rp. 100.000,- setiap lembarnya 

dengan tambahan biaya Rp. 10.000,- sebagai biaya operasional. Penawaran 

ini dilakukan oleh pengelola kepada para jamaah di setiap kegiatan NU 

seperti yasinan dan tahlil. Ketika melakukan pembelian, para investor akan 

mendapatkan sertifikat saham dengan jenis saham atas nama, dimana nama 

pemilik saham akan tertulis dalam sertifikat tersebut. Menurut hasil 

                                                           
11

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 155-156.  
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wawancara awal dengan beberapa investor, akad yang dilakukan dengan 

pengelola tidak menjelaskan kesepakatan proporsi keuntungan pada awal 

pembuatan akad. Selain itu proporsi keuntungan tersebut juga tidak tertulis 

dalam Surat Kepemilikan Saham Sebenarnya (SBKSS).
12

 Sementara menurut 

hukum Islam, proporsi keuntungan harus disepakati di awal akad. Di sisi lain, 

pada tahun 2019 Bintang Swalayan Cabang Jenangan dan Slahung 

mengalami kerugian dan meninggalkan banyak hutang sehingga terpaksa 

ditutup. Menurut penuturan pengelola Bintang Swalayan di Cabang Mlarak, 

pembagian kerugian dibagi sama rata, bukan berdasarkan proporsi modal.
13

 

Menurut pendapat mayoritas ulama, dalam hukum Islam pembagian kerugian 

seharusnya berdasarkan proporsi modal yang dimiliki para pihak. 

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai pelaksanaan akad shirkah dalam pembagian keuntungan serta 

kerugian pada investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo 

tersebut berdasarkan tinjauan hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis 

membahasnya secara ilmiah dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Investasi Saham Di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad investasi 

saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo? 

                                                           
12

Faizatuz Zulfa, Achsan Ar-ridlo dan Siti Khotidjah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21-

25 Oktober 2020. 
  

13
Nur Kholis, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 November 2020.  
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil investasi saham di 

PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang 

Sembilan Ponorogo. 

2. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap bagi hasil investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan 

Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian skripsi di atas, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

a. Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap dapat 

memperkaya khazanah keilmuan bagi para pembaca, khususnya 

mengenai investasi saham di masyarakat yang menggunakan akad 

shirkah ditinjau dari segi hukum Islam. 

b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 
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2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

informasi kepada masyarakat terutama investor mengenai investasi 

saham menurut hukum Islam yang sesuai dengan akad  shirkah. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan dalam pelaksanaan investasi 

saham yang menggunakan akad shirkah.  

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan diteliti. Peneliti menemukan 

beberapa penelitian yang pernah membahas topik dan permasalahan yang 

relevan dengan penelitian yang akan peneliti angkat, antara lain: 

Pertama, skripsi karya Moh. Faishal Arifin pada tahun 2019 Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Investasi di Bintang Swalayan Ponorogo”. 

Permasalahan dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh para pemegang saham 

yang belum memahami bagaimana berlakunya akad kerjasama investasi di 

Bintang Swalayan Ponorogo. Sesuai dengan rukun akad, kedua belah pihak 

seharusnya memahami secara jelas antara lain siapa subjek/pelaku akad, apa 

subjek akad, apa substansi akad dan bagaimana serah terimanya. Dari adanya 

latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) 

bagaimana tinjauan hukum Islam dalam akad investasi di Bintang Swalayan 

Ponorogo, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam tehadap bagi hasil dalam 

investasi di Bintang Swalayan Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan 
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dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.
14

  

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akad investasi di Bintang 

Swalayan adalah shirkah mudha>rabah di mana modal berasal dari pemberi 

saham atau sebagai sha>hib al-ma>l sedangkan pengelola usaha atau mud}a>rib 

berasal dari Bintang Swalayan. Dalam hal pembagian hasil, sesuai dengan 

kesepakatan berupa bagian tertentu dari keuntungan yang ada. Jika hasil 

usaha mengalami kerugian, maka kerugian dibebankan kepada sha>hib al-ma>l, 

mud}a>rib tidak dibebani kerugian modal melainkan hanya mengalami 

kerugian kerja selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat dari kelalaian 

mud}a>rib.15
 Meskipun hampir memiliki persamaan, namun hal ini berbeda 

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Karena pembahasan permasalahan 

pada penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda. Pada penelitian 

sebelumnya ini membahas permasalahan akad dan pembagian hasil Bintang 

Swalayan, sedangkan peneliti akan membahas proporsi keuntungan yang 

tidak disebutkan pada saat akad dan pembagian keuntungan dan kerugian 

terutama yang terkait dengan kerugian akibat ditutupnya dua cabang 

swalayan di PT Karya Bintang Sembilan pada tahun 2019.  

Kedua, skripsi karya Rosida pada tahun 2019 Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

                                                           
14

Moh. Faishal Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi di Bintang 

Swalayan Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 4-14. 
15

Ibid., 69-70. 
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Terhadap Kerjasama Penanaman Modal di Swalayan Mentari Kecamatan 

Kebonsari  Kabupaten Madiun”. Permasalahan dalam skripsi ini dilatar 

belakangi oleh rapat pembagian hasil di Swalayan Mentari yang diadakan 

selama setahun sekali tidak mengundang semua pemodal melainkan hanya 

dihadiri oleh pewakilan pemodal. Padahal dalam rapat ini akan membahas 

penentuan bagi hasil yang akan diberikan kepada seluruh pemodal. Selain itu, 

dalam akta perjanjian antara pemilik modal dan pengelola tidak tertera bentuk 

akad perjanjian serta presentase bagi hasil.  Dari latar belakang tersebut, 

rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama pada penanaman modal di 

Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, 2) bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap penetapan persentase bagi hasil pada akad 

kerjasama di  Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan 

dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.
16

  

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akad yang digunakan di 

Swalayan Mentari Kebonsari Madiun adalah shirkah ina>n di mana tidak ada 

keharusan modal harus sama jumlahnya. Demikian juga dalam hal beban 

tanggung jawab dan kinerja. Salah satu pihak dapat memiliki modal yang 

lebih besar dari pihak lain dan begitupun dalam hal kinerja dan tanggung 

jawab, salah satu pihak dapat memiliki tanggung jawab penuh dari pada pihak 

                                                           
16

Rosida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penanaman Modal di Swalayan 

Mentari Kecamatan Kebonsari  Kabupaten Madiun”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 6-

16. 
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yang lain. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama selagi tidak dilakukan 

perkara-perkara yang dapat menyebabkan batalnya shirkah. Dalam hal 

presentase bagi hasil, di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun tidak 

ditentukan dalam kontrak tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama dan 

dengan kerelaan tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga untuk 

mengembangkan amal usaha persyarikatan.
17

 Skripsi ini memiliki kesamaan 

topik dan metodologi peneltian dengan penelitian yang akan dilakukan, 

perbedaannya terletak pada objek penelitian dan permasalahannya.  

Ketiga, skripsi karya Noviatul Rahmawati Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah UIN Walisongo pada tahun 2018 dengan judul  “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Pembagian Laba Rugi Dalam Akad Musha>rakah 

(Studi Kasus di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang)”. Permasalahan 

dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh kerugian dalam pembiayaan 

musha>rakah yang dialami oleh nasabah tidak ditanggung bersama KSPPS NU 

Sejahtera Mangkang Semarang melainkan ditanggung oleh nasabah sendiri. 

Yang ditanggung bersama dalam pembiayaan ini hanya keuntungannya saja. 

Dari latar belakang tersebut rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini 

adalah : 1) bagaimana proses akad musha>rakah di KSPPS NU Sejahtera 

Mangkang Semarang, 2) bagaimana praktik pembagian laba rugi dalam akad 

musha>rakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, 3) bagaimana 

pandangan hukum Islam tentang praktik pembagian laba rugi dalam akad 

musha>rakah di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang. Jenis penelitian 

                                                           
17

Ibid., 63-64. 
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yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah interview (wawancara) dan dokumentasi.
18

  

Hasil penelitian ini adalah tahapan akad musha>rakah di KSPPS NU 

Sejahtera Mangkang Semarang melalui proses sosialisasi, permohonan 

pembiayaan oleh nasabah, tahap investigasi dan monitoring, kemudian 

barulah terjadi adanya akad pembiayaan. Kemudian praktik pembagian laba 

rugi dengan cara harus dikuantifikasikan, dibagikan secara proporsional atas 

dasar keuntungan. Sistem pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai 

dengan akad, adapun kerugian ditanggung para mitra. Namun jika kerugian 

disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka akan menjadi piutang KSPPS NU 

Sejahtera Mangkang Semarang. Pandangan hukum  Islam terkait praktik yang 

ada di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang ini boleh karena laba dan 

kerugian merupakan kesepakatan bersama. Namun jika nantinya terjadi 

kerugian, beban biaya akan banyak ditanggung nasabah, bukan ditanggung 

bersama.
19

 Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah sama-sama menggunakan akad musha>rakah dan objek yang 

menjadi target penelitian serta memiliki persamaan metodologi penelitian 

yang digunakan. Namun objek yang diteliti berbeda, karena dalam skripsi ini 

akad musha>rakah pada pembiayaan dalam KSPPS, sedangkan milik peneliti 

akad musha>rakah pada investasi saham pada perusahaan. 

                                                           
18

Noviatul Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Laba 

Rugi Dalam Akad Musya>rakah (Studi Kasus di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang)”, 

Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 5-11.  
19

Ibid., 125-126.  
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Keempat, skripsi karya Zahrotul Mujahidah pada tahun 2018 Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta dengan judul “Analisis Penerapan 

Akad Musha>rakah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musha>rakah Studi Kasus Di Bank 

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun”. Penelitian dalam 

skripsi ini dilatar belakangi oleh peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam 

perihal kesesuaian akad musha>rakah di Bank Muamalat Indonesia KCP 

Madiun dengan fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Pembiayaan Musha>rakah. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana penerapan akad 

musha>rakah di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun, 2) apakah akad 

musha>rakah di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun sudah sesuai dengan 

fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Musha>rakah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan metode 

dokumentasi.
20  

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme akad 

pembiayaan musha>rakah: akad pembiayaan sudah sesuai dengan hukum 

Islam di mana terdapat ijab dan qabul di awal perjanjian  yang dituangkan 

secara tertulis, menggunakan bagi hasil yang ditentukan di awal perjanjian 

                                                           
20

Zahrotul Mujahidah, “Analisis Penerapan Akad Musya>rakah Dalam Perspektif Fatwa 

DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musya>rakah Studi Kasus Di Bank 

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun”, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 

2018), 3-13.
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sesuai dengan proporsi modalnya, adanya suatu hak dan kewajiban antara 

pihak bank dan nasabah, penyelesaian sengketa tahap pertama melalui 

musyawarah dan jika tidak dapat terselesaikan akan melalui jalur hukum, 

denda sebesar Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- dikenakan kepada nasabah 

yang mampu membayar tetapi telat membayar angsuran, denda tersebut 

diserahkan ke Baitul Ma>l Muamalat (BMM). Menurut tinjauan hukum Islam 

yaitu fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Musha>rakah yaitu objeknya telah sesuai dengan fatwa karena telah 

disebutkan bahwa modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau 

yang nilainya sama. Dan nasabah menyerahkan modal berupa uang tunai. 

Selain itu Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun terdapat jaminan untuk 

menghindari penyimpangan yang mana jaminan tersebut adalah BPKB mobil. 

Selanjutnya jika terdapat perselisihan dilakukan musyawarah, jika tidak 

tercapai dengan musyawarah maka melalui jalur hukum.
21

 Penelitian ini 

memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni juga 

menggunakan akad musha>rakah/shirkah, tetapi memiliki perbedaan di mana 

penelitian ini menggunakan fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 

dalam melakukan analisis, sedangkan peneliti menggunakan hukum Islam. 

Selain itu, dari segi objek penelitian berbeda, karena penelitian ini berada di 

perbankan syariah (Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun).   

Kelima, skripsi karya Zaenal Abidin pada tahun 2017 Jurusan 

Muamalah UIN Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

                                                           
21

Ibid.,77-78.  
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Tehadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek 

Indonesia Cabang Semarang”. Permasalahan dalam skripsi ini dilatar 

belakangi oleh adanya praktik spekulasi dalam jual beli saham seperti 

terjadinya gerakan fluktuatif dimana dalam waktu yang singkat saham turun 

sangat tajam di level auto rejection terendah setelah naik sangat tinggi dan 

berada pada level auto rejection tertinggi. Hal ini terjadi karena dipertebalnya 

bid antrian volume besar untuk memancing pembeli (traders) sehingga saham 

tersebut terlihat sedang diminati banyak pembeli. Namun saham tersebut 

dicabut dari antrian beli dan turun secara tajam ketika mengalami kenaikan 

setelah banyak pembeli yang membeli saham tersebut, seperti yang terjadi 

pada saham model BAPA, WICO, dan RAJA. Transaksi seperti ini memicu 

terjadinya transaksi yang mengandung riba, maysi>r, dan gharar yang dilarang 

dalam Islam. 

Dari adanya latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 1) bagaimana praktik spekulasi dalam jual beli saham 

syariah di BEI cabang Semarang,  2)  bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di BEI cabang 

Semarang. Jenis penelitian yng digunakan dalam skripsi ini adalah jenis 

penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), 

interview (wawancara), dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktiknya, jual beli 

saham di Bursa Efek Indonesia cabang Semarang belum sepenuhnya sesuai 
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dengan prinsip syariah. Dalam hal saham dan transaksi telah sesuai dengan 

ketentuan syariah, namun yang terjadi di lapangan banyak terjadi spekulasi 

jual beli saham, seperti dalam pembelian saham BAPA, WICO, RAJA yang 

berada di posisi bid tebal sampai ribuan lot sedangkan posisi ofer tipis.
22

 

Berdasarkan analisis penulis, hal tersebut tentu bertentangan dengan 

ketentuan jual beli dalam hukum ekonomi Islam. Spekulasi dilarang karena 

mengandung unsur-unsur maysi>r yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah 

Islam. Oleh karena itu, praktik spekulasi dalam jual beli saham di Bursa Efek 

Indonesia cabang Semarang tidak diperbolehkan. Skripsi ini hampir memiliki 

persamaan metodologi peneltian dan topik dengan skripsi peneliti yakni 

sama-sama meneliti terkait investasi saham, namun pembahasan saham 

berbeda karena saham dalam skripsi ini merupkan jenis saham terbuka yang 

berada di pasar modal.    

F. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, 

terstruktur sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik teoritis maupun 

praktis. Metode penelitian dilakukan secara bertahap yang nantinya tahapan-

tahapan ini sangat penting bagi peneliti untuk menjamin pemikiran yang 

bermuara pada hasil penelitian agar saling berkesinambungan. Keseluruhan 

tanggapan dijalankan secara sistematis, logis dan rasional.
23

  

 

                                                           
22

 Zaenal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam Tehadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli 

Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo 

Semarang, 2018),  53-68. 
23

 Conny R. Semiawan, Metologi Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan 

Keunggulannya) (Jakata: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010 ), 2 – 5.  
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

lapangan (field research), karena peneliti harus terjun langsung ke 

lapangan, terlibat dengan partisipan atau masyarakat yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian.
24

 Pokok permasalahan penelitian ini 

adalah mengenai akad dan bagi hasil shirkah pada investasi saham.  

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara 

kritis, atau menggambarkan suatu fenomena/kejadian/peristiwa interaksi 

sosial yang ada dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna 

(meaning) dalam konteks yang sesungguhnya (natural setting).
25

  

Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan 

menghasilkan data yang bersifat deskriptif.
26

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan sebagai 

instrumen kunci. Peneliti yang menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, menganalisis data, 

menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.
27

 Jadi, penelitilah yang 

membuat seluruh tahapan penelitian sampai dengan kesimpulan dari hasil 

temuannya.  

                                                           
24

 Ibid., 9.  
25

A. Muri Yusuf,  Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2017), 338.  
26

Salim Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif : Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu 

Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), 46.  
27

 Eko Sugiato, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis 

(Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8-9.  
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Pada penelitian kualitatif ini, peneliti mengumpulkan informasi 

dan data mengenai pelaksanaan investasi saham yang menggunakan akad 

shirkah di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo dengan menemui 

informan yang tepat terkait dengan investasi tersebut, serta 

mengumpulkan data dari sumber lain sampai data dinilai lengkap 

sehingga dapat memberikan kesimpulan akhir dari permasalahan yang 

dibahas. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di PT Karya Bintang Sembilan 

Ponorogo menawarkan saham kepada masyarakat luas yang mana 

menurut pengamatan peneliti praktik serupa masih jarang ditemui di 

wilayah peneliti. Selain itu adanya permasalahan juga membuat peneliti 

tertarik mengkaji lebih dalam pelaksanaan investasi saham yang di PT 

Karya Bintang Sembilan Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data dapat disebut sebagai informasi yang dicari dalam 

penelitian untuk memecahkan masalah. Data dapat berupa manusia 

(informan), peristiwa, lokasi, dokumen, dan lain sebagainya.
28

 

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
28

Helaludin Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan 

Praktik (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), 73-74. 
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1) Data tentang akad kerjasama investasi saham di PT Karya 

Bintang Sembilan Ponorogo.  

2) Data jumlah investor saham di PT Karya Bintang Sembilan 

Ponorogo. 

3) Data pembagian hasil (pembagian keuntungan dan kerugian) 

kerjasama investasi saham PT Karya Bintang Sembilan 

Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini terdapat dua macam: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan 

data secara langsung kepada peneliti atau pengumpul data.
29

 

Dalam hal ini, data primer bersumber dari wawancara dengan 

beberapa informan atau pihak yang terkait dengan investasi 

saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. Para pihak 

tersebut adalah 3 (tiga) pengelola dan 4 (empat) investor PT 

Karya Bintang Sembilan Ponorogo. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder  merupakan kebalikan dari sumber 

data primer, sumber data ini tidak langsung memberikan data 

kepada peneliti.
30

 Data sekunder memberikan data melalui orang 

lain, dokumen, atau literatur yang tekait dengan pembahasan. 

                                                           
29

Sugiyono, Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 225.  
30

Ibid.  
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Dapat juga  berupa penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, buku, 

dan lain-lain.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian, dibutuhkan langkah strategis dalam 

mengumpulkan data agar mendapatkan data yang memenuhi standar 

yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.
31

 Adapun dalam penelitian 

ini, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah melalui:  

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan terjadinya komunikasi secara langsung  

antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang 

yang diwawancarai (interviewee), di mana pewawancara akan 

menanyakan secara langsung mengenai objek yang akan diteliti dan 

yang telah direncanakan.
32

 Dalam wawancara ini, peneliti 

menggunakan jenis wawancara terstruktur (structured interview). 

Yakni peneliti telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan tertulis.
33

  

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 4 (empat) 

investor saham dan 3 (tiga) pengelola saham di PT Karya Bintang 

Sembilan Ponorogo. Peneliti menggunakan teknik wawancara ini 

untuk mengetahui bagaimana proses akad investasi saham terutama 

                                                           
31

Sugiyono, Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 224.  
32

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

372.  
33

Ibid., 233.  
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terkait proporsi  keuntungan sampai dengan pembagian hasil baik 

keuntungan maupun kerugian terutama pembagian hasil saat dua 

cabang PT Karya Bintang Sembilan yang ditutup pada tahun 2019 

dari sudut pandang investor dan pengelola.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode mencari data tertulis 

mengenai  hal-hal atau  variasi yang berupa catatan, buku, notulen, 

dan sebagainya.
34

 Dokumen atau catatan peristiwa yang telah berlalu 

dapat berupa tulisan seperti catatan harian, peraturan kebijakan, dan 

lain-lain. Selain itu, dokumen dapat pula berbentu gambar seperti 

foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.
35

  

Dokumen dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian 

yang akan dilakukan peneliti karena melengkapi teknik 

pengumpulan data lainnya.
36

 Pada teknik ini, peneliti 

menggunakannya untuk mendapatkan informasi tertulis seperti Surat 

Bukti Kepemilikan Saham, dokumen perjanjian atau dokumen lain 

yang terkait dengan pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya 

Bintang Sembilan Ponorogo. 

 

 

                                                           
34

Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan 

Kelas & Studi Kasus (Sukabumi: Jejak, 2017), 74. 
35

Sugiyono, Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 240. 
36

Pinton Setya Mustafa, dkk., Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga (Malang: Program Studi Pendidikan 

Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020),  87.  
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6. Analisis Data 

Peneliti melakukan analisis data sejak awal pengumpulan data 

(ongoing). Peneliti dari awal membaca dan menganalisis data yang 

terkumpul secara kritis dan analitis sambil menunggu uji kredibilitas 

maupun keabsahan data secara bekelanjutan, baik data tersebut berupa 

transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen atau material lainnya.
37

 

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari fakta 

empiris, bukan dimulai dari deduksi teori. 
38

 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman terdapat tiga langkah, yaitu reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi 

(conclusing drawing/verification). 
39

 

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema serta polanya. 

Jadi, hasil pengumpulan data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan investasi saham dengan 

akad shirkah di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo yang secara 

otomatis akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya lagi bila diperlukan. 

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah melakukan 

penyajian data. Data hasil reduksi kemudian disajikan atau ditampilkan  

                                                           
37

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

400. 
38

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), 121.  
39

Sugiyono, Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 246.  
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(display) dalam bentuk deskripsi sesuai dengan aspek-aspek penelitian. 

Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti menafsirkan 

data serta menarik kesimpulan. 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan 

penarikan kesimpulan sementara atau tentatif, namun seiring dengan 

bertambahnya data maka harus dilakukan verifikasi data  dengan cara 

mempelajari kembali data yang telah ada. Kemudian verifikasi data juga 

dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dari pihak-pihak lain yang 

ada kaitannya dengan penelitian ini. Terakhir, peneliti menarik 

kesimpulan akhir untuk mengungkapkan jawaban dari permasalahan 

terkait akad perjanjian investasi saham dan bagi hasil di PT Karya 

Bintang Sembilan Ponorogo.
40

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknis pengecekan 

atau pemeriksaan agar data yang dihasilkan peneliti akurat dan memiliki 

tingkat kepercayaan yang tinggi.
41

 Teknik yang peneliti gunakan adalah 

dengan melakukan triangulasi (triangulation). Dalam pengujian  

kredibilitas teknik ini, data berasal dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu.
42

 Triangulasi merupakan pemeriksaan silang 

informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, antara data wawancara 

                                                           
40
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41
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42
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dengan data pengamatan dan dokumen.
43

 Dalam penelitian ini, peneliti 

akan melakukan pemeriksaan silang dengan membandingkan data 

wawancara dengan data pengkajian dokumen yang terkait dengan 

pelaksanaan investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo 

berdasarkan akad shirkah.  

Selain itu, peneliti juga akan melakukan tiga tahap triangulasi 

sebagaimana yang disyaratkan Lincoln dan Guba, yaitu: 

a. Meningkatkan ketelitian dalam menggunakan batasan triangulasi. 

b. Memeriksa secara seksama masalah-masalah yang divalidasi. 

c. Menetapkan tipe triangulasi yang tepat untuk permasalahan yang 

bersifat umum digunakan: memeriksa catatan lapangan hasil 

wawancara, observasi dan studi dokumentasi, melakukan konfirmasi 

antar narasumber yang berbeda tetapi masih dalam konteks yang 

sama.
44

  

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah 

pembahasan dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji, serta untuk 

memberikan gambaran mengenai garis besar tiap-tiap bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum yang meliputi: 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

                                                           
43
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44
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penelitian, telaah pustaka, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : SHIRKAH 

Bab ini berisi  serangkaian landasan teori terkait 

shirkah yang meliputi gambaran umum tentang shirkah, 

yakni pengertian,dasar hukum, tujuan, rukun, syarat, 

macam-macam, berakhirnya shirkah, dan bagi hasil 

(pembagian keuntungan dan kerugian) dalam akad 

shirkah.  

  BAB III : PELAKSANAAN INVESTASI SAHAM DI PT 

KARYA BINTANG SEMBILAN PONOROGO 

Bab ini terbagi dalam beberapa poin yang memuat 

pembahasan mengenai deskripsi PT Karya Bintang 

Sembilan Ponorogo seperti sejarah perkembangan, 

profil, visi misi dan strategi perusahaan, kelembagaan, 

dan struktur organisasi. Poin pembahasan lainnya 

terkait akad investasi saham dan bagi hasil (pembagian 

keuntungan dan kerugian) di PT Karya Bintang 

Sembilan Ponorogo.  

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP                                           

INVESTASI SAHAM DI PT KARYA BINTANG 

SEMBILAN PONOROGO 
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Bab ini merupakan pokok pembahasan yang memuat  

analisis hukum Islam terhadap akad investasi saham di 

PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. Analisis ini 

terbagi menjadi dua poin, yakni analisis akad investasi 

saham dan analisis bagi hasil (pembagian keuntungan 

dan kerugian). 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab paling akhir yang memuat 

kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan 

menyimpulkan hasil pembahasan sekaligus menjawab 

pokok permasalahan yang telah diuraikan, disertai 

dengan saran yang dianggap perlu oleh penulis. 
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BAB II 

SHIRKAH 

A. Pengertian Shirkah 

Shirkah adalah salah satu bentuk akad kerja sama. Akad atau 

perjanjian dalam hukum Islam berasal dari al-‘aqd, berarti mengikat, 

menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Akad adalah berkumpulnya 

serah terima atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.
1
 

Para ulama fiqih berpendapat bahwa akad merupakan hubungan antara ijab 

dan qabul yang menetapkan adanya akibat hukum dalam sebuah perikatan 

sesuai kehendak syariat. Secara garis besar, akad atau perjanjian adalah 

kemitraan berbasis syariah.
2
 

Arti shirkah secara bahasa adalah ikhtilath  atau berarti percampuran, 

yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta lainnya dengan tanpa dibedakan 

antara keduanya.
3
 Menurut para ulama, definisi shirkah adalah: 

1. Menurut Ulama Hanabilah : 

  فٍ ر  صَ تَ وْ أَ  اقٍ قَ حْ تى  اسْ فِى  اعُ مَ تى جْ الإى 
“Perhimpunan hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf).” 

 

2. Menurut Ulama Syafi’iyyah : 

عى وْ ي ُ الش   ةى هَ ى جى لَ عَ  رَ ث َ كْ أَ فَ  يْى ن َ ث ْ لإىى  ئٍ يْ  شَ فِى  ق  الَِ  تُ وْ ب ُ ث ُ   
“Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan 

cara yang masyhur (diketahui).”
 4

 

 

 

                                                           
1
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2
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3. Menurut Ulama Hanafiyah : 

 ا يَْ ب َ  دٍ قْ عَ  نْ عَ  ةٌ عىبَارَ 
ُ
حى بْ الرا وَ  لى الاَ  سى أْ رَ  فِى  يْى كَ ارى شَ تَ ل  

“Ungkapan tentang adanya transaksi atau akad antara dua orang yang 

bersekutu pada pokok harta (modal) dan keuntungan.”
5
 

 

4. Menurut Ulama Malikiyah : 

دٍ مىنَ الشاارىكَيْى  هىمَا أَيْ أَنْ يأُْذَنَ كُلا وَاحى إىذْنٌ فِى الاتصَر فى لََمَُا مَعَ انَْ فُسى
هُمَا  ن ْ بىهى فِى أَنْ يَ تَصَر فَ فِى مَالٍ لََمَُا مَعَ إىبْ قَاءى حَق  التاصَر فى لىكُلٍّ مى لىصَاحى
“Pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur modal 

bersama, artinya: setiap mitra kerja memberikan izin kepada mitra kerja 

yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk 

melakukan itu.” 
  

5. Menurut Sayyid Sabiq : 

الى وَالَربّْحى مُ عَقْدٌ بَ يَْ الْ 
َ
تَشارىكَيْى فِى رَأْسى ال  

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan 

keuntungan.” 
6
 

 

6. Menurut Hasbi As}-S}hiddiqie :   

هى عَقْدٌ بَ يَْ شَحْصَيْى فأَكْثَ رَعَلَى الت ا  ٍّ وَاىقْتىسَامى ارَْباَحى    عَاوُنى فِى عَمَلٍ اىكْتىسَابِى
“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam 

bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.”
7
  

 

Definisi shirkah menurut ulama fikih di atas memang memiliki 

redaksi yang berbeda-beda tetapi mereka memiliki persamaan titik singgung 

bahwa shirkah merupakan perkongsian  antara dua orang atau lebih baik 

dalam hal kepemilikan maupun dalam usaha bersama yang bertujuan untuk 

keuntungan bersama. Shirkah merupakan bentuk umum dari bagi hasil yang 

                                                           
5
 Syafri Muhammad Noor, Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah (Jakarta: 

Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9.  
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 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 125.  
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 Ibid., 126. 
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memiliki pengertian sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang atau 

lebih untuk menjalankan suatu usaha dimana masing-masing pihak akan 

memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
8
 

B. Dasar Hukum Shirkah 

Shirkah diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam al-

Qur’an, hadi>th, dan ijma’ para ulama. Dasar hukum shirkah  dalam al-Qur’an 

terdapat pada surat an-Nisa’ ayat 12: 

كَانَ لََنُا وَلَدٌ فَ لَكُمُ الر بعُُ مِىاا وَلَكُمْ نىصْفُ مَا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ إىنْ لََْ يَكُنْ لََنُا وَلَدٌ  فإَىنْ  
اَ أوَْ دَيْنٍ  وَلََنُا الر بعُُ مِىاا تَ ركَْتُمْ إىنْ لََْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَ  يَ بِى ياةٍ يوُصى دٌ  تَ ركَْنَ  مىنْ بَ عْدى وَصى

اَ أوَْ دَيْنٍ  وَإىنْ  فإَىنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنا الث مُنُ مِىاا تَ ركَْتُمْ  مىنْ بَ عْدى وَ  ياةٍ تُوصُونَ بِى صى
هُمَا الس دُسُ  فإَىنْ   ن ْ دٍ مى كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلََلةًَ أوَى امْرأَةٌَ وَلَهُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ فلَىكُل  وَاحى

ياةٍ يوُصَىٰ بِىَ  لىكَ فَ هُمْ شُركََاءُ فِى الث  لُثى  مىنْ بَ عْدى وَصى ا أوَْ دَيْنٍ غَي ْرَ كَانوُا أَكْثَ رَ مىنْ ذَٰ
ياةً مىنَ اللاهى وَاللاهُ عَلىيمٌ                                               (21) حَلىيمٌ  مُضَارٍّ  وَصى

Artinya: 

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika 

mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 

seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat 

yang merka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah 

dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-

hutangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan 

yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara 

perempuan (seibu) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara 

itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 
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seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, 

setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 

hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah 

ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS. An-
Nisa’ [4] : 12) 

9
 

 

Selain dalam surat tersebut, dalam surat Shad  ayat 24 disebutkan: 

هى  وَإىنا كَثىيراً مىنَ الْْلَُطاَءى ليََبْغىي بَ عْضُهُمْ قاَلَ لَقَدْ  ظلََمَكَ بىسُؤَالى نَ عْجَتىكَ إىلََٰ نىعَاجى
اَ فَ تَ نااهُ  اَتى وَقَلىيلٌ مَا هُمْ  وَظَنا دَاوُودُ أنَّا عَلَىٰ بَ عْضٍ إىلَّا الاذىينَ آمَنُوا وَعَمىلُوا الصاالِى

(42)اكىعًا وَأنَاَبَ فاَسْتَ غْفَرَ رَباهُ وَخَرا رَ   
Artinya: 

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat z}alim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada 

kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu 

berbuat z}alim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”Dan 

Dawud menduga bahwa Kami mengujinya;maka dia memohon ampunan 

kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad 

[38] : 24)
10

 

 

Berdasarkan kedua ayat di atas, Allah SWT. telah mengakui adanya 

perserikatan dalam kepemilikan harta. Perbedaan kedua surat tersebut, dalam 

surat Sha>d ayat 24 menyebutkan perkongsian yang terjadi atas dasar akad 

(ikhtiyari) sedangkan dalam surat an-Nisa’ menyebutkan bahwa perkongsian 

terjadi secara otomatis (ijbari).11
 

Landasan musha>rakah dalam hadi>th: 

أنَاَ : " إىنا اللاهَ عَزا وَجَلا يَ قُوْلُ َ: عَنْ أَبي هُرَيْرةَ رَفَ عَهُ إىلََ النابِى صَلاى الله عَلَيْهى وَسَلامَ قاَل
مَاثاَلىثُ الشارىيْكَ  بَهُ، فإَذَا خَانَ خَرَجْتُ مىنْ بَ يْنىهى            "يْى مَا لََْ يََُنْ أَحَدُهُُاَ صَاحى
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 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 650-651.    
11

Mahmudatus Sa’diyah, Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik) (Jepara: UNISNU 

Press, 2019), 55.  



 

31 

 

 
 

 (5رواه أبو داودوالِاكم وصححه إسناد) 12                                         
Artinya : 

“Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW. bahwa Nabi 

SAW bersabda,”Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, “Aku adalah yang 

ketiga pada dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari 

keduanya tidak menghianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan 

tersebut apabila salah seorang menghianatinya.” (HR. Abu Dawud dan 

dinilai shahih oleh Hakim) 
13

 

 

Maksud dari hadi>th ini adalah Allah akan memberikan penjagaan dan 

pertolongan serta memberikan berkah kepada dua orang yang bersekutu. Jika 

terjadi penghianatan dari salah seorang yang bersekutu tersebut, maka Allah 

SWT. akan menghilangkan pertolongan dan berkah tersebut.
14

 

Selain dari al-Qur’an dan hadi>th, berdasarkan ijma’  bahwa shirkah 

ini diperbolehkan. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang keabsahan hukum 

shirkah dengan jenis tertentu. Sebagian ulama membolehkan shirkah jenis 

tertentu, tetapi ulama lain tidak membolehkannya.
15

  

C. Tujuan Shirkah 

Kerja sama dalam bentuk shirkah ini memberikan tujuan yang 

bermanfaat bagi sesama manusia yang saling menguntungkan. Tujuan dan 

manfaat tersebut antara lain: 

1. Saling tolong menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan 

harta yang dimiliki.
16

 

2. Memberikan keuntungan kepada para pihak. 
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3. Memberikan lapangan kerja kepada para karyawan. 

4. Memberikan bantuan dari keuntungan hasil usaha shirkah.17
 

D. Rukun Shirkah 

Rukun merupakan hal-hal yang harus ada ketika melaksanakan akad  

shirkah. Menurut ulama Hanafiyah terdapat dua rukun shirkah, yaitu ijab dan 

qabu>l. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, rukun shirkah ada tiga, yakni dua 

orang (pihak) yang  berserikat, s}>ighat  dan objek akad shirkah  baik berupa 

harta maupun kerja.
18

 Meskipun berselisih pendapat, mayoritas ulama 

berpendapat bahwa secara umum rukun shirkah adalah: 

1. S}>ighat (ungkapan dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Terdiri dari 

ijab dan qabu>l atau berupa penawaran dan penerimaan yang sah dengan 

semua hal yang menunjukkan maksud shirkah dapat berupa perbuatan 

maupun ucapan.
19

 Dalam membuat perjanjian perseroan/shirkah 

sekarang ini dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. Pada 

hakikatnya s}ighat ini merupakan kemauan para pihak untuk  melakukan 

kerja sama dalam sebuah kegiatan usaha.
20

 

2. ‘Aqidayn (dua pihak yang melakukan transaksi). Syarat dari ‘Aqidayn 

ini adalah memiliki kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-‘aqd, 

yaitu ba>ligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan 

harta).
21

 Ahliyah al-‘aqd atau kecakapan dalam melakukan akad ini 
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hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kecakapan 

bertindak secara sempurna (ahliyyatul ada>’ ka>milah), yakni orang yang 

telah mencapai usia ‘a>qil b>aligh dan berakal sehat,  ini didasarkan 

kepada Qur’an surat an-Nisa’ ayat 6:
22

 

هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إىليَْهىمْ  ن ْ وَابْ تَ لُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّاٰ إىذَا بَ لَغُوا الن كَاحَ فإَىنْ آنَسْتُمْ مى
وَمَنْ كَانَ غَنىيًّا فَ لْيَسْتَ عْفىفْ  وَمَنْ   ا وَبىدَاراً أَنْ يَكْبَ رُوا أمَْوَالََمُْ  وَلََّ تأَْكُلُوهَا إىسْراَفً 

كَانَ فَقىيراً فَ لْيَأْكُلْ بىالْمَعْرُوفى  فإَىذَا دَفَ عْتُمْ إىليَْهىمْ أمَْوَالََمُْ فَأَشْهىدُوا عَلَيْهىمْ  وكََفَىٰ 
يبًا                                                                 (6) بىاللاهى حَسى

Artinya: 

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 

menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas 

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka 

hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) 

melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu tergesa-gesa 

(menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara 

pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari 

memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka 

bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, 

apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka 

hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai 

pengawas”. (QS. An-Nisa’ [4] : 6) 
23

 

 

3. Objek shirkah (berupa modal pokok). Dapat berupa harta maupun 

pekerjaan. Modal pokok harus ada dan tidak boleh berupa benda 

terutang atau benda yang tidak diketahui. 
24

 Selain itu, modal tersebut 

berasal dari para mitra, baik jumlahnya sama ataupun berbeda.
25
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E. Syarat Shirkah 

Terdapat beberapa hal yang menjadi persyaratan dalam shirkah. Hal 

tersebut berkaitan dengan para pihak yang berakad, S}>ighat (ungkapan dari 

kedua belah pihak yang bertransaksi), dan modal serta pembagian 

keuntungan.
26

 Syarat umum shirkah  terbagi ke dalam syarat yang disepakati 

dan syarat yang diperselisihkan para ulama. Syarat umum shirkah yang 

disepakati ulama antara lain: 

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi mempunyai 

kecakapan/keahlian (ahliyah) untuk mewakilkan dan menerima 

pewakilan. Hal ini terkait dengan para pihak yang hendaknya merdeka, 

ba>ligh, dan pandai (rashi>d). 

2. Modal shirkah diketahui. 

3. Modal shirkah ada pada saat transaksi. 

4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, 

seperti setengah dan lain sebagainya.
27

 

Adapun syarat umum shirkah yang diperselisihkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam hal modal, ulama Syafi’iyah mensyaratkan bahwa modal 

merupakan barang yang dapat ditakar atau ditimbang atau berasal dari 

barang yang ada padanannya, selain itu barang tersebut dapat 

diperjualbelikan dengan salam seperti emas dan perak. Hal ini bebeda 

pendapat dengan ulama lain yang tidak mensyaratkan bahwa modal harus 
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demikian. Menurut Malikiyah bahwa modal tidak disyaratkan berupa 

barang yang dapat ditakar dan ditimbang (mithl), tetapi diperbolehkan 

selainnya. Sedangkan menurut Hanafiyah dan salah satu pendapat 

Hanabilah berpendapat bahwa modal shirkah harus berupa nilai (harga) 

bukan barang meskipun dapat ditakar dan ditimbang. 

2. Ulama Syafi’iyah mensyaratkan harta/modal para pihak harus bercampur 

sebagai keabsahan shirkah, tetapi fuqaha lain tidak mensyaratkan 

demikian.
28

 

3. Dalam hal pembagian keuntungan, Malikiyah dan Syafi’iyah 

mensyaratkan bahwa keuntungan yang dibagi ditentukan berdasarkan 

presentase modal dari keseluruhan modal shirkah yang diinvestasikan 

seorang mitra. Namun menurut pendapat ulama Hanfiyah dan Hanabilah 

pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan para mitra. 

Selain persyaratan yang dibahas secara umum di atas, akan diatur lagi 

persyaratan khusus masing-masing jenis shirkah. Hal ini akan dibahas lebih 

lanjut dalam macam-macam shirkah. Terdapat pula persyaratan yang dibuat 

oleh para ulama sebagai aturan main dalam shirkah yang terbagi ke dalam 

dua jenis berikut: 

1. Syarat-syarat yang sah dalam shirkah, yakni sebuah syarat yang tidak 

menyebabkan kerugian terhadap para mitra dan keabsahan transaksi tidak 

tergantung dengannya. Seperti tidak diperbolehkannya berdagang kecuali 
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dengan jenis tertentu  atau ditempat tetentu. Syarat ini sah karena tidak 

merugikan mitra. 

2. Syarat-syarat yang rusak, yakni syarat yang merugikan mitra shirkah. 

Syarat ini terbagi ke dalam tiga macam: 

a. Syarat mengenai keuntungan yang tidak diketahui. Ini merupakan 

syarat yang rusak karena menyebabkan tidak diketahuinya hak 

masing-masing mitra untuk mendapatkan keuntungan.
29

  

b. Sesuatu yang tidak sesuai dengan konsekuensi transaksi. Ini 

merupakan syarat yang rusak karena menyimpang dari tujuan 

shirkah, yakni mencari keuntungan. Seperti jika seseorang 

mensyaratkan melarang membatalkan keanggotaan yang pada 

dasarnya diperbolehkan  atau tidak boleh menjual kecuali sama 

dengan pembelian. 

c. Mensyaratkan sesuatu yang tidak termasuk kemaslahatan transaksi. 

Syarat ini termasuk syarat yang rusak namun tidak membatalkan 

transaksi shirkah. Seperti mensyaratkan ikut menanggung jika harta 

rusak atau jika kerugian lebih dari modal.
30

 

Uthmani mensyaratkan beberapa hal berikut ini dalam pelaksanaan 

shirkah31 : 
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1. Syarat akad 

Shirkah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra 

melalui kontrak atau akad yang disepakati bersama, oleh karena itu 

otomatis  terdapat empat syarat akad, yaitu: 

a. Syarat berlakunya akad (in’iqad) 

b. Syarat sahnya akad (s}ih}ah) 

c. Syarat terealisasinya akad (nafaz) 

d. Syarat lazim yang harus dipenuhi   

Misalnya para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah 

dan wilayah), akad harus dilaksanakan para pihak berdasarkan 

persetujuan tanpa adanya tekanan, penipuan, penggambaran yang keliru, 

dan sebagainya.
32

 

2. Manajemen shirkah  

Shirkah  memiliki prinsip normal bahwa setiap mitra mempunyai 

hak untuk ikut serta dalam shirkah untuk perusahaan patungan ini. 

Namun demikian, para mitra dapat pula menyepakati bahwa manajemen 

perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain 

tidak akan menjadi bagian dari manajemen shirkah (sleeping partners). 

Dalam kasus seperti ini, sleeping partners akan memperoleh bagian 

keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya 

sebatas proporsi penyertaan modal.  
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Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-

masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam 

semua urusan usaha dan semua pekerjaan yang dilakukan  oleh mitra, 

dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra.
33

  

F. Macam-Macam Shirkah 

Secara garis besar menurut para ulama macam-macam shirkah terbagi 

ke dalam dua macam, antara lain: 

1. Shirkah amlak (kepemilikan) 

Definisi dari shirkah amlak  adalah : 

أَنْ يَ تَمَلاكَ شَخْصَانى فَأَكْثَ رَ مىنْ غَيْرى عَقْدٍ االش ركَْةى  عَنْ  عىبَارَةٌ   
“Ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain 

tanpa ada akad shirkah.”
34

 

 

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa shirkah amlak  

merupakan perserikatan antara dua orang atau lebih yang memiliki 

barang tanpa adanya akad.  

Shirkah amlak terbagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu: 

a) Shirkah ikhtiari (sukarela), yakni kerja sama yang disebabkan 

karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya 

seseorang membeli, mewasiatkan atau menghibahkan sesuatu kepada 

dua orang lain dan kedua orang tersebut menerimanya. Maka dua 

orang yang menerima barang tersebut ber-shirkah dalam hak milik. 

                                                           
33

 Ibid., 223.  
34

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 129. 



 

39 

 

 
 

b) Shirkah ijbari (paksaan), yakni shirkah yang ditetapkan kepada dua 

orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya. 

Contohnya adalah dua orang yang menerima warisan, maka dua 

orang tersebut telah ber-shirkah dalam hal warisan.
35

 

Menurut pendapat ulama fiqih, shirkah amlak  memiliki hukum 

kepemilikan bersifat sendiri-sendiri secara hukum, yakni disesuaikan dengan 

hak masing-masing mitra. Artinya seorang mitra tidak berhak untuk 

menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari mitra yang lain. 

Karena masing-masing mitra memiliki hak yang sama. Menurut istilah 

Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka merupakan orang yang asing.
36

 

2. Shirkah ‘uqu>d (berdasarkan akad) 

Shirkah ‘uqu>d memiliki pengertian : 

اَكى  عَقْدى عَنى ال عىبَارَةٌ  فِى مَالٍ وَرىبْْىهى الوَاقىعى بَ يَْ اثْ نَ يْى فَأَكْثَ رَ لىلْْىشْتِى  

“Ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat 

dalam harta dan keuntungan.”
37

 

 

Atau dapat dipahami dengan perserikatan dalam bentuk transaksi 

antara dua orang atau lebih dalam permodalan dan keuntungannya.
38

 

Dalam shirkah ‘uqu>d keuntungan yang didapatkan harus dibagi sesuai 

kesepakatan karena merupakan milik bersama. Kepemilikan bersama 

dalam keuntungan tesebut menghendaki agar setiap anggota serikat 

disamping bertindak atas namanya sendiri, menjadi wakil anggota serikat 
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lainnya dalam hal pengelolaan harta (modal). Atas dasar itu, setiap 

anggota serikat memberikan kewenangan kepada anggota serikat lainnya 

untuk melakukan tas}arruf, baik dalam hal pembelian, penjualan, ataupun 

penerimaan kontrak kerja.
39

  

Shirkah ‘uqu>d memiliki syarat umum sebagai berikut: 

a. Dapat dipandang sebagai perwakilan. Setiap mitra saling 

memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, 

baik ketika membeli, menjual, dan lain-lain. 

b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Bagian dari masing-

masing mitra harus jelas, seperti 1/5, 1/3, atau 10%. Jika keuntungan 

tidak jelas (majlul), akan menjadi fasid (rusak) sebab laba 

merupakan ma’qu>d ‘alaih (salah satu rukun akad menurut jumhur). 

c. Laba merupakan bagian (juz) umum dari jumlah. Laba hendaklah 

termasuk bagian (juz) yang umum dari perserikatan. Tidak 

ditentukan  seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh, dan 

sebagainya.
40

 

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai pembagian shirkah 

‘uqu>d, hal ini karena adanya perbedaan pandangan dalam dalam menilai 

keabsahan (kebolehan) jenis shirkah tertentu.
41

   

Menurut ulama Hanabilah, shirkah ‘uqu>d terbagi ke dalam lima 

macam: 
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a) Shirkah ina>n 

b) Shirkah mud}a>rabah 

c) Shirkah wuju>h 

d) Shirkah abdan 

e) Shirkah mufa>wad{ah 

Menurut Hanafiyah, shirkah ‘uqu>d terbagi ke dalam enam 

macam:  

a) Shirkah amwal 

1) Mufa>wad{ah 

2) Ina>n 

b) Shirkah a’mal 

1) Mufa>wad{ah 

2) Ina>n 

c) Shirkah wuju>h 

1) Mufa>wad{ah 

2) Ina>n42
 

Menurut Malikiyah dan Syafi’iyah, shirkah ‘uqu>d terbagi ke 

dalam empat macam: 

a) Shirkah abdan  

b) Shirkah mufa>wad{ah 

c) Shirkah wuju>h 

d) Shirkah ina>n43
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Menurut Sayyid Sabiq, shirkah ‘uqu>d terbagi ke dalam empat 

macam: 

a) Shirkah al-ina>n 

b) Shirkah al-mufa>wad}ah 

c) Shirkah al-abdan 

d) Shirkah al-wuju>h 44
 

Dari berbagai pendapat ulama di atas secara umum macam-

macam shirkah ‘uqu>d adalah shirkah ina>n, shirkah mufa>wad{ah, shirkah 

wuju>h, shirkah abdan, dan shirkah mud{a>rabah. Berikut penjelasan dari 

macam-macam shirkah ‘uqu>d tersebut.  

a) Shirkah ina>n 

Secara bahasa, kata ina>n  dalam shirkah ina>n berasal dari kata 

ya’innu, yang artinya jika tampak di hadapanmu. Hal ini karena 

jelasnya harta (modal) masing-masing anggota shirkah atau karena 

merupakan shirkah yang jelas di antara macam-macam shirkah yang 

lain
45

. Sedangkan secara istilah shirkah ina>n merupakan kontrak 

kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan 

persekutuan hak bisnis (tas}arruf) dalam suatu modal (ma>l) secara 

presentase (syuyu’) dengan sistem keuntungan dan kerugian 

ditanggung bersama. Yang dimaksud presentase (syuyu’) di sini 
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adalah hak setiap mitra atas modal tidak bisa ditentukan secara fisik, 

melainkan secara nilai persenan.
46

 

Shirkah ina>n memiliki struktur akad yang terdiri dari tiga 

rukun, antara lain: 

1) S}i>ghat, atau bahasa transaksi dalam akad yang meliputi i>jab dan 

qabu>l dari seluruh mitra. Kalimat tersebut menunjukkan makna 

tas}arruf terhadap modal shirkah, baik secara eksplisit (s}arih}) 

maupun implisit (kina}yah). Tanpa izin dari pemiliknya, modal 

yang bersifat gabungan (mushtarak) tidak bisa ditas}arrufkan.  

2) ‘Aqidayn, yakni para pelaku (shuraka>’) yang mengadakan 

kontrak kerja sama kemitraan dengan modalnya masing-masing. 

‘Aqidayn disyaratkan harus memenuhi kriteria sah mengadakan 

akad waka>lah, karena masing-masing pihak berperan sebagai 

wakil sekaligus muwakkil bagi pihak yang lain. 

3) Ma’qu>d ‘alaih, yakni modal yang dishirkahkan agar profit yang 

dihasilkan  juga bisa berserikat (ishtirak). Menurut madzhab 

Syafi’iyah sebelum akad shirkah dilangsungkan, disyaratkan 

kepemilikan modal (ma’qu>d ‘alaih) harus bersifat pesentase 

(syuyu’), seperti milik A 50%, milik B 30%, dan milik C 20% 

dari total shirkah modal .
47

 

                                                           
46

 Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Aghitsna 

Publiser, 2020),194-195. 
47

 Ibid., 199. 



 

44 

 

 
 

Shirkah ina>n tidak mensyaratkan adanya persamaan modal, 

tas}arruf (tindakan hukum), serta keuntungan dan kerugian. Dengan 

demikian modal yang diinvestasikan para pihak boleh sama atau 

berbeda. Misalnya antara A, B, dan C menanamkan modal untuk 

perusahaan  sebesar Rp 110.000.000,00 dengan rincian A 

menanamkan modal sebesar Rp 50.000.000,00, B Rp 40.000.000,00 

dan C hanya Rp 20.000.000,00, hal ini diperbolehkan.
48

 Dalam 

shirkah ina>n terdapat beberapa ketetapan sebagai berikut: 

1) Syarat pekerjaan 

Para pihak yang berserikat dalam shirkah ina>n 

diperbolehkan menetapkan persyaratan dalam bekerja, misalnya 

A dan B berserikat dan keduanya melakuan jual beli yang 

hasilnya dibagi berdua dengan syarat tertentu, atau salah satu 

anggota melakukan jual beli dan yang lain tidak.
49

 Penetapan 

persyaratan dalam bekerja ini diperbolehkan berdasarkan 

mabda’ al-khurriyah at-ta’a>qud (asas kebebasan berkontrak). 

Namun kebebasan dalam menentukan persyaratan shirkah ina>n 

ini tetap memiliki batasan, yakni sepanjang tidak bertentangan 

dengan syariat Islam.
50

 Kebolehan dalam menetapkan 

persyaratan dalam bekerja juga berdasarkan hadith Rasulullah 

saw. yang diriwayatkan Bukhori dari Abdullah bin Umar: 
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 أَنْ  بَ عْدَ  نََْلًَ  ابْ تَاعَ  مَنْ  :سَىَعْتُ رَسُوْلَ اللهى صَلاى الُله عَلَيْهى وَسَلامَ يَ قُوْلُ 
ابْ تَاعَ عَبْدًا وَلهَُ  بْ تَاعُ وَ مَنْ لُا يُشْتَِىطَ  أَنْ  إىلَّا  لىلْبَائىعى  فَ ثَمَرَتُ هَا تُ ؤَب ارَ 
         51(رواه البخارى)بْ تَاعُ لُفَمَالهُُ لىلاذىى باَعَهُ إىلَّا أَنْ يُشْتَِىطَ اٌمَال

   
Artinya: 

“Barang siapa yang telah membeli pohon kurma setelah 

dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut 

terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain dan 

barang siapa yang membeli budak dan dia memiliki harta, 

maka harta itu milik penjualnya, kecuali apabila pembeli 

mensyaratkan lain”. (H.R. Bukhori)
52

  

 

2) Pembagian keuntungan 

Keuntungan yang dibagikan disesuaikan dengan modal 

yang diinvestasikan, baik sama maupun berbeda. Jika modal 

yang diinvestasikan para pihak sama, maka kadar keuntungan 

yang dibagikan juga sama, baik kegiatan usahanya dilakukan 

oleh berdua ataupun salah satunya. Namun jika modalnya 

berbeda maka keuntungannya juga berbeda.
53

 

Ulama Hanafiyah berpendapat, pembagian keuntungan 

didasarkan pada modal (ma>l), pekerjaan (amal), dan tanggung 

jawab (d}aman). Jadi, keuntungan yang dibagikan kepada para 

pihak dapat berbeda (lebih besar) dari pihak yang lain, namun 

dengan syarat harus disertai dengan imbalan pekerjaan yang 

lebih besar dari pihak lain. Pendapat ini sependapat dengan 

ulama Hanabilah dan Zaidiyah. Sedangkan kerugian, ulama 
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menyepakati disesuaikan dengan besar kecilnya modal. Menurut 

ulama Malikiyah dan Syafi’iyah syarat untuk sahnya shirkah 

ina>n, nisbah keuntungan dan kerugian diperhitungkan 

berdasarkan modal yang ditanamkan. 

3) Rusaknya harta shirkah  

Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa jika 

harta (modal) shirkah rusak atau hilang baik seluruhnya ataupun 

sebagian sebelum harta tersebut dibelanjakan  dan sebelum 

digabungkan, maka akad shirkah menjadi batal. Hal ini 

disebabkan karena objek (ma’qu>d ‘alaih) akad shirkah adalah 

harta (modal), jika objek tersebut rusak, maka secara otomatis 

akad menjadi batal.  Namun apabila kerusakan terjadi setelah 

harta dibelanjakan, maka akad shirkah tidak batal.
54

 

Menurut Malikiyah dan Hanabilah, jika modal yang 

dimiliki salah satu pihak rusak atau hilang sebelum 

digabungkan, tidak membatalkan akad shirkah dan dianggap 

sebagai kerusakan modal shirkah. Karena menurut pendapat ini, 

shirkah  terjadi karena semata-mata telah dilakukan akad. Secara 

otomatis semua modal yang dimiliki para pihak menyatu 

menjadi modal shirkah.
55
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4) Melakukan tas}arruf dengan harta shirkah     

Setiap anggota perserikatan berhak melakukan jual beli 

harta shirkah, karena dalam shirkah ina>n seorang yang 

berserikat memiliki dan memberikan izin kepada mitra lain 

untuk mendayagunakan harta mereka, hal ini sesuai dengan 

pendapat ulama Malikiyah : 

دٍ مىنَ  هىمَا أَيْ أَنْ يأُْذَنَ كُلا وَاحى إىذْنٌ فِى الاتصَر فى لََمَُا مَعَ انَْ فُسى
بىهى فِى أَنْ يَ تَصَر فَ فِى مَالٍ لََمَُا مَعَ إىبْ قَاءى حَق  التاصَر فى الشاارىكَيْى   لىصَاحى

هُمَا                                                            ن ْ  لىكُلٍّ مى
“Pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur 

modal bersama, artinya: setiap mitra kerja memberikan izin 

kepada mitra kerja yang lain untuk mengatur harta keduanya 

tanpa kehilangan hak untuk melakukan itu.”
56

 

 

Ulama juga berpendapat, dalam mendayagunakan harta 

termasuk diperbolehkan pula berbelanja baik secara kontan 

maupun ditangguhkan. Ulama Syafi’iyah tidak membolehkan 

berbelanja dengan tidak kontan. Dalam hal ini, terjadi dua 

perbedaan pendapat dikalangan ulama Hanabilah, namun 

pendapat yang paling masyhur membolehkan belanja secara 

tidak kontan.
57

 

Hukum akad shirkah ina>n disepakati oleh ulama 

diperbolehkan. Alasannya disamping karena adanya dalil naql, 

desakan kebutuhan perdagangan dalam skala besar membutuhkan 
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banyak investor sebagai pemilik modal. Selain itu, substansi akad 

shirkah adalah akad wakalah yang dilegalkan yang berarti setiap 

mitra (syari>k) saling mewakilkan secara gratis pada mitranya dalam 

meniagakan modalnya untuk mendapat keuntungan bersama.
58

 

b) Shirkah mufa>wad}ah 

Shirkah mufa>wad{ah memiliki perbedaan pendapat mengenai 

makna secara bahasa. Ada yang mengatakan bahwa mufa>wad{ah 

diambil dari kata at-tafwi>d{ karena masing-masing pihak 

menyerahkan pengelolaan modal kepada mitranya baik ketika dia 

ada maupun tidak ada. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, 

shirkah  dinamakan mufa>wad{ah karena kedua belah pihak saling 

bertukar (tafa>wud{) pembicaraan.
59

 Secara istilah, shirkah 

mufa>wad{ah yaitu dua orang atau lebih melakukan perserikatan bisnis 

dengan syarat adanya kesamaan dalam permodalan, pembagian 

keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja, tanggung jawab dan 

beban utang.
 60

 

Dalam shirkah mufa>wad{ah ini terdapat beberapa syarat 

khusus yang diberikan berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, 

antara lain: 

1) Dalam shirkah mufa>wad{ah, tiap mitra memiliki hak dan 

kewajiban yang sama. Oleh karena itu, dalam melakukan 
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kontrak musha>rakah para mitra harus kompeten dalam 

memberikan atau diberikan perwakilan atau pertanggungan 

(waka>lah dan kafa>lah). 

2) Shirkah mufa>wad{ah dibangun dengan persamaan. Oleh karena 

itu para mitra harus memiliki persamaan kontribusi modal dalam 

shirkah, baik kadar maupun nilainya dari awal sampai akhir 

kontrak kerja sama. 

3) Ra’sul ma>l (modal) yang dikontribusikan oleh para mitra 

memiliki persamaan nilai sehingga bisa dimasukkan bersama-

sama ke dalam akad. Jika modal yang dikontribusikan salah satu 

mitra tidak bisa masuk ke dalam akad karena ada perbedaan, 

maka  shirkah tersebut tidak dapat disebut shirkah mufa>wad{ah. 

4) Memiliki persamaan dalam pembagian keuntungan untuk 

masing-masing mitra. 

5) Bisnis yang dijalankan oleh mitra merupakan bisnis yang 

dijalankan bersama, tidak boleh bisnis tersebut hanya bisa 

dilakukan oleh mitra tertentu. Untuk itu disyaratkan pula agar 

shirkah mufa>wad{ah ini dilakukan dengan sesama muslim, tidak 

bisa dilakukan dengan non muslim. Karena dapat terjadi 

kemungkinan orang non muslim melakukan bisnis yang tidak 

dapat dijalankan oleh orang muslim.
61
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Apabila syarat persamaan  di atas dapat terpenuhi maka shirkah 

mufa>wad{ah hukumnya sah dan setiap mitra menjadi wakil dan 

penangungjawab bagi mitra lainnya.
62

 

Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan shirkah 

dengan bentuk mufa>wad{ah ini. Malikiyah dan Hanafiyah 

berpendapat bahwa shirkah mufa>wad{ah ini diperbolehkan. Ulama 

Hanafiyah berpendapat kebolehan shirkah ini karena berdasarkan 

sabda nabi serta karena shirkah mufa>wad{ah telah dilakukan oleh 

masyarakat tanpa ada yang menolaknya. Sedangkan Malikiyah 

membolehkan shirkah mufa>wad{ah namun berbeda pengertian 

dengan yang dikemukakan ulama Hanafiyah.  

Akan tetapi ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat 

bahwa shirkah mufa>wad{ah  tidak diperbolehkan. Alasannya karena 

untuk mewujudkan adanya persamaan sebagai syarat sangatlah sulit, 

bahkan mengundang adanya unsur penipuan (gharar) dan 

ketidakjelasan. Adapun hadi>th yang digunakan oleh Hanafiyah 

merupakan hadi>th yang tidak dikenal (gharar ma’ruf) dan tidak 

diriwayatkan oleh para ahli hadi>th as}hab sunan (ulama pengarang 

kitab sunan).
63

 

c) Shirkah wuju>h 

Dalam pengertian secara etimologis, kata wuju>h berasal dari 

wajuha-yaujuhu-waja>hatan yang berarti mempunyai martabat dan 
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kedudukan. Dalam pengertian terminologis, shirkah wuju>h 
 

merupakan perserikatan dua orang atau lebih untuk membeli suatu 

barang tanpa modal, tetapi dengan jaminan nama baik dan 

kepercayaan para pedagang kepada keduanya, kemudian keduanya 

menjual kembali barang tersebut dan keuntungan akan dibagi 

berdua.
64

 

Berdasarkan definisi di atas, terdapat tiga gambaran praktek 

shirkah wuju>h sebagai berikut: 

1) Kerja sama antara seorang yang memiliki popularitas dengan 

seorang yang tidak memiliki popularitas. Seperti A mengadakan 

pembelian barang yang lantaran ketokohannya memperoleh 

barang dengan harga murah. Lalu A memasrahkan kepada B 

untuk menjual barang kepada C, dengan keuntungan dibagi 

bersama. 

2) Kerja sama antara seorang yang memiliki popularitas dengan 

seorang yang tidak memiliki popularitas. Seperti A menjual 

barang yang telah dibeli oleh B kepada C, yang karena 

ketokohannya dapat mendongkrak harga, dengan keuntungan 

dibagi bersama. 

3) Kerja sama antara dua pihak yang sama-sama memiliki 

popularitas yang bisa mendongkrak harga komoditi. Seperti A 

dan B keduanya sama-sama memiliki popularitas mengadakan 
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pembelian barang yang karena ketokohannya mendapatkan 

barang dengan harga yang murah. Lalu keduanya menjual 

kepada C dengan keuntungan dibagi bersama.
65

  

Mengenai kebolehan shirkah jenis ini, ulama berbeda 

pendapat. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa shirkah 

wuju>h 
 hukumnya boleh, karena bentuknya berupa satu pekerjaan. 

Dibolehkan juga berbeda kepemilikan barang yang dibeli antara satu 

pihak dengan pihak lainnya. Sedangkan pembagian keuntungan 

berdasarkan besar kecilnya kepemilikan barang yang dibeli masing-

masing pihak.
66

 

Adapun menurut Malikiyah dan Syafi’iyah, shirkah wuju>h 
 

hukumnya batal. Mereka beralasan karena shirkah 
 selalu berkaitan 

dengan harta dan pekerjaan, sedangkan shirkah dalam bentuk wuju>h 
 

ini, tidak terdapat harta dan pekerjaan. Melainkan hanya penampilan 

anggota serikat, yang diandalkan untuk mendapatkan kepercayaan 

para pedagang.
67

 

d) Shirkah abdan 

Shirkah abdan dapat disebut juga dengan shirkah a’mal. Kata 

a’mal  secara bahasa berasal dari kata ‘amila-ya’malu-‘amalan yang 

berarti berbuat, bekerja, dan melakukan. Kata al-a’mal sendiri 
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memiliki arti pekerjaan dan perbuatan.
68

 Menurut pengertian 

terminologis, shirkah abdan yaitu perserikatan yang dilakukan dua 

orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan 

keuntungan dari perserikatan tersebut akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan. Perserikatan ini dilaksanakan dengan keahlian yang 

dimiliki masing-masing pihak berupa pekerjaan dengan 

menggunakan fisik. Contoh dari perserikatan ini adalah kerja sama 

antara tukang besi dan tukang kayu dalam pembuatan sebuah 

gedung.
69

 

Hukum shirkah abdan diperdebatkan di kalangan ulama. 

Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah membolehkan shirkah ini, 

karena tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Namun 

Malikiyah mengajukan beberapa syarat untuk memenuhi 

keabsahannya, antara lain: 

1) Pekerjaan atau profesi antar pihak harus sama, jika berbeda 

maka hukumnya tidak sah. Kecuali garapan pekerjaan saling 

mengikat. 

2) Tempat pekerjaan harus berada pada lokasi yang sama, apabila 

berbeda maka tidak sah. 

3) Pembagian upah harus sesuai dengan kadar pekerjaan yang 

disyaratkan bagi setiap anggota dalam perserikatan. 
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Menurut Syafi’iyah dan Imamiyah shirkah abdan batal karena 

menurut mereka shirkah hanya khusus modal saja, bukan dalam 

pekerjaan.
70

 

e) Shirkah mud{a>rabah 

Secara bahasa mud{a>rabah berasal dari kata d{araba-

d{arban/mad{raban yang berarti berjalan di muka bumi dan keluar 

untuk berniaga atau berperang.
71

 Menurut istilah, shirkah mud{a>rabah 

adalah perserikatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan 

kegiatan bisnis yang mana modal usaha disediakan oleh pihak 

tertentu (sha>hib al-ma>l), sedangkan pihak lainnya (mud{a>rib) 

menjalankan usaha dengan modal yang hanya berasal dari sha>hib al-

ma>l tersebut.
72

 

Dari segi hukum, ulama sepakat shirkah mud{a>rabah 

diperbolehkan. Kebolehan shirkah ini berdasarkan ijma’ yang 

disandarkan kepada ayat-ayat al-Qur’an dan hadi>th- hadi>th Nabi 

SAW.
73

 Namun Ulama berbeda pendapat mengenai shirkah 

mud}a>rabah, apakah termasuk musha>rakah  atau bukan. Ulama 

Hanabilah menganggap rukun dan syaratnya memenuhi akad 

musha>rakah, tetapi ulama lain berpendapat bahwa shirkah 

                                                           
70

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 352.  
71

 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar,  Abdullah bin Muhammadal-Muthlaq dan 

Muhammad bin Ibrahim al-Musa,  Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab, terj. 

Miftahul Khairi, 289.  
72

 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok,  Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta: 

Kencana, 2012), 47.  
73

 Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar,  Abdullah bin Muhammadal-Muthlaq dan 

Muhammad bin Ibrahim al-Musa,  Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab, terj. 

Miftahul Khairi, 287.  



 

55 

 

 
 

mud}a>rabah tidak termasuk akad musha>rakah dan akan dibahas 

secara khusus dalam bab mud}a>rabah.
74

 

Dalam pembagian hasil, shirkah mud}a>rabah memiliki 

perbedaan dengan shirkah ‘uqu>d lainnya. Ketika usaha mengalami 

keuntungan, maka keuntungan akan dibagi antara sha>hib al-ma>l dan 

mud{a>rib sesuai dengan kesepakatan, namun jika mengalami 

kerugian, maka kerugian hanya dibebankan kepada sha>hib al-ma>l. 

Mud{a>rib tidak dibebani kerugian modal, tetapi kerugian yang 

dialaminya hanyalah kerugian kerja, selama kerugian terjadi bukan 

karena kelalaian mud{a>rib.75
 

G. Bagi Hasil (Pembagian Keuntungan dan Kerugian) Akad Shirkah 

Bagi hasil atau bagi untung rugi dalam istilah lain dapat disebut juga 

profit sharing. Dalam kamus ekonomi, profit sharing diartikan sebagai laba. 

Secara istilah, bagi hasil adalah suatu sistem mengenai pembagian hasil usaha 

antara penyedia dana dan pengelola dana.
76

  Dalam hal pembagian hasil, 

Rasulullah SAW. bersabda: 

اللهى صَلاى اللهُ عَلَيْهى وَسَلامَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَ رَ بىشَرْطى مَا  لى عَنْ عَبْدى اللهى ابْنى عُمَرَ أَنا رَسُوْ 
هَا مىنْ ثََرٍَ أَوْ زَرعٍْ  ن ْ 77(رواه مسلم)يََْرجُُ مى
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Artinya: 

“Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Rasullullah SAW. telah memberikan 

kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dapat dipelihara oleh 

mereka dengan perjanjian, mereka akan diberikan sebagian dari 

penghasilan baik buah-buahan atau tanaman.” (HR. Muslim) 
78

 

 

Berdasarkan hadith di atas, pembagian hasil yang dibagikan menurut 

perjanjian para pihak. Bagi hasil dalam Islam hanya memberikan ketentuan 

secara garis besarnya saja, tujuannya adalah agar dibuatlah perjanjian diantara 

kedua belah pihak. Karena bagi hasil merupakan salah satu bentuk 

mu’a>malah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian. Yang mana 

adanya perjanjian sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman 

diantara para pihak.
79

 

Pembagian keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. 

Hal ini harus dilakukan agar dasar kontrak tegas dan tidak mengarah kepada 

perbedaan dan sengketa  pada saat alokasi keuntungan dan penghentian 

shirkah.
80

 Dalam pembagian proporsi keuntungan, menurut Uthmani  hal-hal 

yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati 

di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah 

menurut syariah. 
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2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing pihak harus ditetapkan 

sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak 

ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.
81

  

Mengenai alokasi keuntungan di antara para pihak, para ulama 

berbeda pendapat: 

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal 

Menurut pendapat Malikiyah dan Syafi’iyah, keuntungan harus 

dibagi secara proporsional yang telah disetorkan para pihak tanpa 

memandang jumlah pekerjaan yang dilaksanakan para pihak. Menurut 

pendapat ini, keuntungan adalah hasil modal, maka pembagian 

keuntungan tersebut harus proporsional.
82

  

2. Pembagian keuntungan secara tidak proporsional 

Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mereka menyetujui 

pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para 

pihak membuat persyaratan tertentu dalam kontrak. Hal ini berdasarkan 

argumentasi bahwa keuntungan bukan hasil modal melainkan hasil 

interaksi antara modal dan kerja. Salah satu pihak yang lebih 

berpengalaman, ahli, dan teliti dibanding pihak lainnya diperbolehkan 

untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari 

keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak.
83

 

Pendapat ini berdasarkan riwayat oleh Abdul Rozaq dalam kitab al-Ja>mi’ 

bahwa Ali bin Abi Thalib RA. pernah berkata:  
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الَيْى  
َ
عَةُ عَلَى قَدْرى ال ي ْ  ال رْبحُ عَلَى مَا شَرَطاَ، وَالوَضى

“Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, 

sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang 

diinvestasikannya.”
84

 

 

Contoh cara membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan besar dan 

kecilnya modal yang ditanamkan adalah sebagai berikut ini.
85

 

Tabel 2.1 : Cara Membagi Keuntungan Dan Kerugian 

Nama 

Anggota 

Pokok  

Masing-Masing 

Jumlah 

Pokok 

Untung Presentase 

Untung 

Ahmad 
Rp 1.500,-  

 

 

 

 

 

 

Rp 6.000 

 

 

 

 

 

 

 

Rp 600 

 

  
  x  

 

 
 x 6.000 

= 
 

 
 x 600 

=  Rp 150,- 

Ibrahim 
Rp 1.000,-  

  
  x  

 

 
 x 6.000 

= 
 

 
 x 600 

=  Rp 100,- 

Zaid  
Rp 500,-  

  
  x  

 

  
 x 6.000 

= 
 

  
 x 600 =  Rp 

50,- 

Shiraj 
Rp 3.000,-  

  
  x  

 

 
 x 6.000 

= 
 

 
 x 600 

=  Rp 300,- 

 

Jika dalam pembagian keuntungan para ulama berbeda pendapat, 

namun dalam hal kerugian para ulama menyepakati  bahwa kerugian harus 

dibagi di antara para pihak sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Hal ini 

juga berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib RA.: 

الَيْى 
َ
عَةُ عَلَى قَدْرى ال ي ْ  ال رْبحُ عَلَى مَا شَرَطاَ، وَالوَضى

“Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan 

kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya.”
86
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Dalam hal shirkah berkelanjutan (going concern) diperbolehkan untuk 

menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntungan 

pada masa berikutnya.
87

 Penangguhan ini diperbolehkan berdasarkan surat al-

Baqarah ayat 280: 

رٌ لَكُمْ  إىنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ وَإىنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظىرَةٌ إىلََٰ  (182) مَيْسَرَةٍ  وَأَنْ تَصَداقُوا خَي ْ  
Artinya: 

“Dan jika (orang yang berutang) itu dalam kesulitan, maka berilah dia 

waktu sampai memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, 

itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 

280)
88

 

 

H. Berakhirnya Shirkah 

Shirkah akan berakhir  jika terjadi hal-hal sebagai berikut. 

1) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya. 

Karena shirkah merupakan akad yang terjadi berdasarkan rela sama rela 

antara kedua belah pihak, maka apabila salah satu pihak tidak 

menginginkannya hal ini berarti menunjukan pencabutan kerelaan oleh 

salah satu pihak. Kerelaan dalam berakad ini seperti yang disebutkan 

dalam surat An-Nisa>’ ayat 29 : 

نَكُمْ بىالْبَاطىلى إىلَّا أَنْ تَكُونَ تِىَارةًَ عَنْ ياَ أيَ  هَا  الاذىينَ آمَنُوا لََّ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
يمًا نْكُمْ  وَلََّ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ  إىنا اللاهَ كَانَ بىكُمْ رَحى                 (12) تَ راَضٍ مى

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka 
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 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalat, 348. 
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 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 157.  
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 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sinergi Pustaka 
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di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh 

Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa>’ [4]: 29)
89

 

2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharruf  (keahlian 

mengelola harta) seperti karena gila maupun karena alasan lainnya. 

3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota shirkah lebih 

dari dua orang, maka yang batal hanyalah anggota yang meninggal saja. 

Ahli waris anggota yang meninggal dapat turut serta dalam shirkah 

tersebut bila menghendaki dengan melakukan perjanjian baru. 

4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang 

terjadi saat perjanjian shirkah berjalan maupun dikarenakan oleh sebab 

lain. 

5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas 

harta yang menjadi saham shirkah. Pendapat ini menurut Malikiyah, 

Syafi’iyah dan Hanabilah, sedangkang menurut Hanafiyah keadaan 

bangkrut tidak membatalkan perjanjian pihak tersebut. 

6) Modal para anggota shirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama 

shirkah. Jika modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran, maka 

resiko ditanggung oleh para pemiliknya sendiri. Namun jika modal 

lenyap setelah adanya percampuran ataupun terjadi kerusakan setelah 

harta dibelanjakan, maka resiko ditanggung bersama semua pihak. 

Shirkah masih dapat berlangsung jika masih terdapat sisa harta.
90
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Selain penyebab berakhirnya shirkah yang telah disebutkan di atas, 

terdapat pula sebab-sebab berakhirnya shirkah  modern sebagai berikut: 

1. Berakhirnya masa yang ditetapkan dalam perseroan. 

2. Pekerjaan perseroan telah selesai atau perseroan tidak mungkin 

menjalankannya. 

3. Rusaknya harta perseroan. 

4. Kesepakatan mengakhiri perseroan sebelum habis masa yang ditetapkan. 

5. Merger perseroan ke dalam perseroan lain. 

6. Perseroan telah go public. 

Jika perseroan berakhir, hendaknya segera dilakukan likuidasi dan 

pembagian harta perusahaan. Likuidasi dilakukan oleh orang yang disepakati  

para anggota atau dapat pula dilakukan oleh pengadilan. Orang yang ditunjuk 

untuk melikuidasi harus memenuhi hak-hak perseroan, membayarkan kredit, 

melaksankan pekerjaan yang sedang berjalan, mengadakan audit kekayaan 

perseroan dan membaginya kepada anggota sesuai dengan presentase 

sahamnya. Diajuga berhak menjual harta perseroan baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak. Jika harta perseroan tidak mencukupi untuk 

membayar kredit, maka kerugian dibebankan kepada para anggota 

berdasarkan presentase saham.
91
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BAB III 

PELAKSANAAN INVESTASI SAHAM  

DI PT KARYA BINTANG SEMBILAN PONOROGO 

A. Deskripsi PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo 

1. Sejarah Perkembangan PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo 

Sejarah berdirinya PT. Karya Bintang Sembilan Ponorogo adalah 

tidak lepas atas Perintah Rois Syuriah PCNU Ponorogo Drs. KH. Imam 

Sayuti Farid, S.H. M.Si. kepada Ketua Tanfidzdiyah PCNU Ponorogo 

Drs. Fatchul Azizi MA, supaya dapat melaksanakan kegiatan ekonomi 

untuk organisasi. Amanah itulah yang kemudian menjadi spirit kegiatan 

ekonomi keumatan di PCNU Ponorogo yang ditindaklanjuti dalam 

Musyawarah Kerja (Musyker) I PCNU Ponorogo tahun 2014 di Pondok 

Pesantren “Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo. Dari Musyker I inilah 

diputuskan kegiatan ekonomi keumatan baik untuk jam’iyyah maupun 

jama>’ah nahd}iyyin yang disosialisasikan melalui Kegiatan Turba 

keseluruh MWC NU se-Kabupaten Ponorogo. Selama Turba 

berlangsung, mayoritas jama>’ah menyetujui bahkan menginginkan untuk 

segera merealisir kegiatan ekonomi tersebut. Diantara usulan itu  adalah 

pendirian usaha Swalayan dan Grosir di seluruh wilayah kecamatan di 

Kabupaten Ponorogo.
1
 

                                                           
1
 Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 11 Maret 

2021. 
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Setelah kegiatan Turba, pada tanggal 21 Februari 2015 digelar 

acara “Seminar Ekonomi PCNU Ponorogo” dengan mengundang Tim 

Ekonomi PWNU Jawa Timur Jimmy Hantu dari Bogor dan Kepala Dinas 

Perdagkum (Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten 

Ponorogo. secara umum mereka berpandangan, bahwa permasalahan 

umat Islam yang cukup krusial saat ini adalah lemahnya kegiatan di 

bidang ekonomi keumatan, khususnya warga nahd{iyyin yang mana 

kemampuan berekonominya sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan 

kemampuan berekonomi organisasi yang lain. Sehingga setiap akan 

melaksanakan program-program organisasi yang telah diutuskan maupun 

melakukan aktivitas dakwah atau lainnya selalu saja dihadapkan pada 

permasalahan dana atau pembiayaan organisasi. 

Meskipun dari segi jumlah warga Ponorogo mayoritas merupakan 

nahd{iyyin, namun pada kenyataannya potensi besar ini belum terkelola 

dengan baik. Sebaliknya, justru lebih banyak digarap oleh pihak lain. 

Begitu juga umat Islam secara umum lebih senang berbelanja ke pusat 

perbelanjaan  milik non muslim. Hal ini terjadi karena belum 

terkelolanya dengan baik potensi-potensi ekonomi milik muslim. 

Kalaupun ada dari kalangan muslim, namun belum memiliki daya saing 

dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan.
2
 Selain itu, lemahnya 

loyalitas warga/umat Islam terhadap umat Islam itu sendiri, serta belum 

                                                           
2
 Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 11 Maret 

2021.  
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tumbuhnya kepercayaan diri terhadap kekuatan diri sendiri juga menjadi 

penyebab terhambatnya pengelolaan potensi ekonomi umat Islam. 

Oleh karena itu sesuai dengan rencana kerja bagian perekonomian 

PCNU untuk membangun gerakan ekonomi umat, maka perlu adanya 

perusahaan publik di lingkungan Nahdlatul Ulama yang kokoh dan 

mampu bersaing. Dari pemikiran ini maka tanggal 16 Maret 2015 

ditindak lanjuti dengan rapat PCNU Ponorogo beserta jajaran BANOM 

NU di rumah Bapak H. Sugeng Hariono, ST. Jl. Letjend Suprapto No. 18 

Ronowijayan Siman Ponorogo (yang sekarang dijadikan kantor Bintang 

Swalayan). Dalam rapat tersebut disepakati: 

a. Segera membentuk badan usaha; 

b. Membuat legal standing yang mengatur hubungan kelembagaan; 

c. Menyerahkan pengurusan legal standing sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b pada PCLPBHNU Ponorogo; 

Dari dasar pemikiran itulah maka dibentuklah PT Karya Bintang 

Sembilan Ponorogo yang merupakan wujud LPNU yang bergerak di 

bidang Perdagangan Umum. Pada bulan Mei 2015 telah dibuka usaha 

retail dan grosir yaitu Bintang Swalayan yang bertempat di Jl. Letjend 

Suprapto Ronowijayan, Siman, Ponorogo.
3
  

Seiring berjalannya waktu, disusul dengan dibukanya cabang di 

beberapa kecamatan yang dinaungi oleh masing-masing MWCNU. 

Cabang tesebut, antara lain: 

                                                           
3
 Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 11 Maret 

2021. 
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a. Bintang Swalayan Bathoro Katong 

b. Bintang Swalayan Jenangan 

c. Bintang Swalayan Sawoo 

d. Bintang Swalayan Jetis 

e. Bintang Swalayan Slahung 

f. Bintang Swalayan Mlarak 

Seluruh cabang dinaungi oleh manajemen pusat menjadi satu 

manajemen. Kemudian berdasarkan RUPS tahun 2019, keseluruhan 

cabang dimandirikan kecuali Bintang Swalayan Cabang Bathoro Katong. 

Cabang-cabang tersebut memiliki manajemen masing-masing dan 

dikelola oleh setiap MWCNU Kecamatan. Sekarang Bintang Swalayan 

Pusat (Swalayan saja) yang terletak di Jl. Letjend Suprapto memiliki satu 

cabang saja yakni Bintang Swalayan yang terletak di Jl Bathoro Katong 

sebagai Swalayan dan Grosir.
4
 

2. Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo 

a. Lokasi  : 

Kantor Pusat : Jl. Letjend Suprapto No. 18 

Ronowijayan Siman 

Ponorogo 

Bintang Swalayan Siman : Jl. Letjend Suprapto No. 18 

Ronowijayan Siman 

                                                           
4
 Rizqi Habibah (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Maret 2021. 
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Ponorogo 

Bintang Swalayan Batoro Katong : Jl. Bathoro Katong No. 24 

Nologaten, Ronowijayan 

Siman Ponorogo 

b. Tahun Berdiri  : 2015 

c. Modal Awal  : RP 1.557.200.000,- 

d. Jumlah Usaha  : 2 (dua) 

e. Jumlah Investor  : 922 orang 

f. Jumlah Karyawan : 49
5
 

3. Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan 

a. Visi Perusahaan 

Membangun tatanan ekonomi jama’ah (warga NU) yang mandiri dan 

berkeadilan dalam bingkai ajaran Islam  ahlussunnah wal jama’ah 

annahd{iyah.
6
 

b. Misi 

1) Mengaktualisasikan nilai-nilai aswaja an-Nahd{iyah dalam 

bidang ekonomi keumatan 

2) Membangun sinergitas jama>’ah dan jam’iyyah NU melalui 

pemberdayaan ekonomi sesuai semangat Nahd{atut Tujjar 

3) Melakukan pendirian usaha disegala bidang ekonomi keumatan 

secara professional, mandiri dan berdaya saing 

                                                           
5
  Rizqi Habibah (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Maret 2021. 

6  Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 11 

Maret 2021. 
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4) Menggali potensi dan memberdayakan ekonomi jama’ah NU 

c. Kebijakan Mutu 

1) Mempertahankan kepuasan pelanggan tertinggi dengan 

memberikan produk dan pelayanan yang berkualitas dan tepat 

waktu  

2) Memenuhi persyaratan pelanggan dan secara terus menerus 

meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu 

3) Mengembangkan keahlian dan kemampuan karyawan 

4) Melakukan sesuatu dengan benar sejak awal 

5) Bekerja sebagai tim 

d. Motto Perusahaan 

“Belanja Mudah, Murah dan Barokah” 

e. Budaya Perusahaan 

1) Berintegritas 

2) Berkualitas 

3) Inovatif 

4) Kompetitif 

5) Kepuasan Pelanggan
7
 

4. Kelembagaan 

a. PT. Karya Bintang Sembilan Ponorogo berada di bawah naungan PC 

Nahdlatul Ulama Ponorogo yang ditangani oleh Lembaga 

Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dengan diterbitkannya SK 

                                                           
7
 Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 11 Maret 

2021.  
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PCNU Nomor: 92/PC/A.II./L-19/XI/2014 tentang Pengesahan 

Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo. 

b. PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo merupakan perusahaan yang 

berkedudukan di Jl. Letjend Soeprapto No. 18 RT. 01 RW. 01 

Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.  

PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo telah dibuat dan diresmikan 

berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Sutomo, 

SH nomor: 07 tanggal 30 September 2015 di Ponorogo, dan 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia nomor: AHU-2458996.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal 

22 Oktober 2015. 

c. PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo telah didaftarkan dalam 

Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang 

Wajib Daftar Perusahaan dengan nomor NPWP 74.482.028.0-

647.000.
8
 

5. Struktur Organisasi 

Komisaris : H. Sugeng Hariono 

Direktur  : - 

Manajer Operasional dan Pemasaran : Ikhwan Nasution 

Manajer Administrasi dan Keuangan : Sunarto 

                                                           
8
  Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 11 

Maret 2021. 
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SPI/IT : Farid Krisdianto 

Administrasi Umum/SDM : Rizqi Habibah 

Keuangan : Reni Dwi 

Bintang Swalayan : Siti Aminah 

Bintang Grosir : Aris Rifianto 

B. Akad Investasi Saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo 

Akad yang dilakukan di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo 

merupakan kemitraan dalam investasi saham. Penawaran investasi ini 

bermula ketika PCNU Ponorogo memutuskan untuk membuat badan usaha 

yang bernama PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo yang memiliki usaha 

retail Bintang Swalayan sebagai usaha di bidang perekonomian milik 

Organisasi Nahdlatul Ulama Ponorogo. Sebelum secara resmi membuka 

penawaran saham, investasi ini telah disosialisasikan oleh PCNU Ponorogo 

serta ke seluruh ranting MWCNU di Kabupaten Ponorogo kepada seluruh 

masyarakat terutama warga Nahdliyyin. Meskipun PT Karya Bintang 

Sembilan Ponorogo milik organisasi Nahdlatul Ulama, namun penawaran 

saham terbuka untuk masyarakat umum. Selain itu, saham yang ditawarkan 

ini merupakan saham yang dapat diwariskan dan dapat diperjualbelikan 

kembali.
9
 

                                                           
9
 Sunarto (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Maret 2021. 
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Sunarto selaku Manajer PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo 

mengatakan bahwa saham ini merupakan saham milik organisasi sebagai 

pengembangan organisasi pula. Seperti yang disampaikan oleh beliau berikut: 

“Awal mula penawaran ditawarkan dalam kegiatan rutin Nahdlatul 

Ulama, kemudian disosialisasikan juga oleh masing-masing MWCNU 

yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Ponorogo sejumlah 19 

MWCNU. Karena ini milik organisasi yang diperuntukkan untuk 

pengembangan organisasi pula, maka bagi para warga nahdliyyin 

dianjurkan untuk membeli saham ini. Setiap MWCNU juga memiliki 

target minimal pembelian saham.”
10

 

Nur Kholis selaku pengelola cabang juga mengatakan bahwa investasi 

saham ini merupakan kerjasama dengan akad  musha>rakah. Beliau 

menyampaikan:  

“Saham ini merupakan saham jama>’ah yang dikelola oleh jam’iyyat. 

Dalam proses sosialisasi ini, kami menjelaskan bahwa ini merupakan 

akad kerjasama untuk penanaman saham. Kalau dalam istilah muamalah 

bisa disebut musha>rakah.”
11

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dalam pelaksanaan investasi 

saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo memiliki persyaratan yang 

harus dipenuhi sebelum dapat menjadi investor. Seperti yang disampaikan 

oleh salah satu investor PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, Imam 

Muhtadin: 

“Syaratnya fotocopy KTP, prosesnya saya membeli saham kepada 

pengurus NU dengan menyetor uang  Rp 100.000,-  untuk harga saham 

per lembarnya dan ditambah Rp 10.000,- untuk administrasi. Setelah itu 

saya diberi kwitansi, dan sekitar setengah tahun kemudian saya diberi 

sertifikat saham.”
12
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 Ibid.  
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 Nur Kholis (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Maret 2021. 
12

 Imam Muhtadin (Investor), Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 Maret 2021. 
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Setelah semua persyaratan terpenuhi, pengelola akan memproses dan 

menerbitkan lembar saham menyusul. Masing-masing pemegang saham akan 

diberikan Surat Bukti Kepemilikan Saham Sebenarnya (SBKSS). Menurut 

Rizqi Habibah selaku Pengelola Bagian Administrasi Umum/SDM bentuk 

dan isi dari SBKSS adalah: 

“SBKSS berbentuk seperti sertifikat, isinya ada kop PT Karya Bintang 

Sembilan, penomoran saham, identitas pemilik seperti nama, alamat, 

nomor KTP dan jumlah nominal saham yang ditanamkan. Di bawahnya 

lagi ada kolom untuk pengambilan dividen. Kemudian paling bawah 

ada tanggal dan tanda tangan Direktur dan Komisaris.”
13

 

 

Akad yang dilakukan antara pengelola dengan investor secara lisan 

dan tertulis. Secara lisan, akad yang dilakukan adalah akad kerjasama untuk 

menanamkan saham, kemudian dituangkan ke dalam kwitansi dan SBKSS. 

Seperti yang disampaikan oleh Bagian Administrasi/SDM berikut: 

“Pada saat pendaftaran investor hanya melakukan akad bahwa akan 

menanamkan modalnya disini sebagai investasi saham. Investor akan 

menyebutkan nominal saham yang akan ia tanamkan, kemudian uang akan 

diserahkan kepada Bagian Administrasi, sebagai gantinya investor akan 

diberikan kwitansi. Kwitansi ini nanti akan ditukarkan dengan SBKSS 

ketika sudah jadi.”
14

 

 

 Dalam Kerjasama ini, pengelola saham juga sebagai investor. Ketika 

pelaksanaan akad, pihak pengelola maupun investor sama-sama berpendapat 

bahwa tidak ada penjelasan proporsi keuntungan di awal akad. Proporsi 

keuntungan tersebut diputuskan ketika RUPS. Seperti yang dikatakan oleh 

Sunarto (Manajer Administrasi dan Keuangan): 

“Pembagian proporsi keuntungan dalam bentuk presentase dan dilakukan 

saat RUPS setiap satu tahun sekali.”
15
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 Rizqi Habibah (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Maret 2021. 
14

 Rizqi Habibah (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Maret 2021. 
15

 Sunarto (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Maret 2021. 
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Umi Kusnaeni (investor) juga mengatakan hal yang sama: 

“Proporsi keuntungan atau presentase akan disepakati ketika RUPS.”
16

 

Dalam pengambilan keputusan tersebut disepakati oleh seluruh 

undangan yang hadir dalam RUPS.  Dalam RUPS ini tidak semua pemegang 

saham (investor) diundang, karena banyaknya investor sehingga tidak 

memungkinkan apabila diundang secara keseluruhan. Sunarto mengatakan: 

“Yang menentukan proporsi keuntungan tentunya yang hadir dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), antara lain Ketua PCNU, 

pengurus NU, para pengelola saham (karyawan yang ditunjuk) dan para 

pemegang saham yang diwakili oleh para pengampu. Para pengampu 

disini mewakili suara seluruh pemegang saham, karena tidak 

memungkinkan bila seluruh pemegang saham menghadiri rapat ini. Para 

pengampu ini merupakan perwakilan dari masing-masing wilayah yang 

berasal dari MWCNU masing-masing kecamatan. Para pengampu 

memiliki hak suara dalam mengambil keputusan rapat mewakili seluruh 

suara pemegang saham yang diampunya. Termasuk keputusan terkait 

presentase keuntungan. Mereka wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan, 

apabila diwakilkan maka harus dengan surat kuasa.”
17

 

  

Penawaran investasi saham kepada masyarakat telah dilaksanakan 

selama tiga kali. Penawaran saham di PT Karya Bintang Sembilan tidak 

dibuka setiap saat. Selama tiga kali penawaran saham, untuk penawaran 

pertama penanaman saham melalui PCNU Ponorogo, penawaran kedua 

langsung mendatangi kantor pusat PT Karya Bintang Sembilan, untuk 

penawaran ke tiga (untuk pembukaan investasi Bintang Swalayan Cabang) 

melalui MWCNU. Setelah adanya pemisahan antara Bintang Swalayan Pusat 

dan Bintang Swalayan cabang setelah keputusan RUPS tahun 2019, dibuatlah 

                                                           
16

 Umi Kusnaeni (Investor), Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Maret 2021. 
17

 Sunarto (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Maret 2021. 
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keputusan untuk penanaman saham selanjutnya berada di kantor pusat. Hal 

ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rizqi Habibah: 

“Pada saat penawaran pertama (2015), akad dilakukan oleh pihak PCNU, 

pihak pusat hanya bertugas menerima saham, melengkapi data dan 

persyaratan yang belum lengkap. Kalau yang penawaran saham kedua 

(2016), langsung daftar ke pusat lebih tepatnya yang menangani ke 

Bagian Administrasi Umum/SDM PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo 

dengan membawa persyaratan. Kalau untuk penawaran saham di Bintang 

Swalayan Cabang Kecamatan dulu, diserahkan kepada MWCNU, 

kemudian pihak MWCNU  menyerahkan kepada Bagian Administrasi 

kantor pusat. Penawaran saham dilakukan tidak setiap saat tetapi 

bergantung dari keputusan RUPS. Ketika memang dinilai dibutuhkan 

tambahan modal maka akan dibuka penawaran saham.”
18

 

 

Dari ke tiga penawaran tersebut, pada penawaran pertama (2015) 

masyarakat yang menanamkan saham 922 orang dengan total saham 15.572 

lembar saham atau RP 1.557.200.000,-. Pada penawaran kedua (2016) terjadi 

peningkatan jumlah pemegang saham yakni menjadi  1.136 orang dengan 

total 18.920 lembar saham atau Rp 1.892.000.000,-. Dan pada penawaran 

ketiga yang mana dalam hal ini menyesuaikan dari masing-masing Bintang 

Swalayan Cabang (2018-2019) sampai tahun 2019 sebelum dimandirikan 

jumlah saham sejumlah 21.269 lembar atau Rp 2.126.900.000,-. Sedangkan 

setelah terjadi pemisahan manajemen cabang dengan pusat, yang 

memungkinkan dikembalikannya saham yang berada di pusat ke masing 

masing cabang, saham di Bintang Swalayan Pusat kembali menjadi 922 orang 

dengan total saham 15.572 lembar saham atau RP 1.557.200.000,-.
19

 Sejak 

dimandirikan, PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo belum membuka 

kembali penawaran saham. 
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 Rizqi Habibah (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Maret 2021.  
19
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C. Bagi Hasil Investasi Saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo 

Bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha yang dibagi kepada para 

pemegang saham dapat berupa pembagian keuntungan ataupun kerugian. 

Pembagian keuntungan atau pembagian dividen saham di PT Karya Bintang 

Sembilan dinyatakan dalam presentase. Menurut Sunarto, presentase tersebut 

dialokasikan untuk: 

“Pembagian keuntungan (dividen saham) dialokasikan untuk organisasi 

NU, pemegang saham, karyawan (jaspro) dan cadangan (pengembangan 

usaha). Kembali lagi karena PT Karya Bintang Sembilan ini merupakan 

milik organisasi maka dalam pembagian presentase sahamnya juga 

mengutamakan bagian organisasi lebih besar dari presentase yang lain.”
20

 

 

Sunarto juga mengatakan bahwa rumus presentase saham tersebut 

dibagi setelah mendapatkan hasil laba bersih atau laba yang telah dikurangi 

oleh biaya operasional perusahaan. Pembagian ini akan dibahas dalam RUPS, 

sama seperti penentuan presentase keuntungan. Presentase keuntungan di PT 

Karya Bintang Sembilan tidak menentu, dapat berubah-ubah setiap tahun, 

bergantung dari hasil keputusan RUPS. Perubahan tersebut 

mempertimbangkan dengan keadaan serta kebutuhan perusahaan dan 

organisasi NU.
21

  

Untuk pembagian dividen milik para pemegang saham, dibagikan 

setiap satu tahun sekali tepatnya pada hari ke 20 bulan Ramad{an. Untuk 

pengambilan dividen, pemegang saham harus mengambil sendiri ke kantor 

pusat dengan membawa lembar saham. Apabila diwakilkan, maka harus 

dengan membawa surat kuasa dari pemegang saham yang bersangkutan. 
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 Sunarto (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Maret 2021. 
21
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Dividen yang telah diambil akan diberi tanggal dan paraf pada kolom di 

dalam SBKSS.
22

 

Selama 3 tahun terakhir, PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo tidak 

membagikan Dividen kepada para pemegang saham. Termasuk dividen 

saham tahun 2019 yang harusnya dibagikan pada tahun 2020 lalu. Presentase 

saham tahun 2019 sejumlah 50% untuk Organisasi NU dan 50% untuk modal 

pengembangan usaha. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sunarto: 

“Pembagian presentase saham pada tahun 2019 adalah 50% 

diperuntukkan untuk organisasi NU dan 50% diperuntukkan untuk 

pengembangan usaha. Pada tahun 2020 memang tidak dibagikan untuk 

pemegang saham, hal ini karena kondisi usaha yang belum stabil dan 

sempat mengalami kerugian sehingga membutuhkan tambahan modal 

untuk kelangsungan usaha dan laba diputarkan kembali menjadi modal 

dan untuk menutupi kerugian. Ini terjadi selama 3 tahun terakhir.”
23

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pihak Administrasi 

Umum/SDM, tercatat sejak awal pendirian pembagian dividen telah 

terlaksana selama dua kali, yakni pada tahun 2015 dan 2016. Pembagian 

tersebut antara lain: 

Tabel 3.1 Pembagian Dividen Saham PT Karya Bintang Sembilan Tahun 2015 

Alokasi Pembagian Presentase 2015 Bagi Hasil 2015 

Organisasi NU 20% Rp 21.257.395 

Modal Pengembangan 50% Rp 53.143.487 

Pemegang Saham 20% Rp 21.257.395 

Kesejahteraan Karyawan 10% Rp 10.628.697 

Jumlah 100% Rp 106.286.974 
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Tabel 3.2 Pembagian Dividen Saham PT Karya Bintang Sembilan Tahun 2016 

Alokasi Pembagian Presentase 2016 Bagi Hasil 2016 

Organisasi NU (MWC&PAC) 15% Rp 23.940.087 

Organisasi PCNU 5% Rp 7.980.029 

Modal Pengembangan 20% Rp 31.920.116 

Pemegang Saham 50% Rp 79.800.291 

Kesejahteraan Karyawan 10% Rp 15.960.058 

Jumlah 100% Rp 159.600.582 

Sumber: Rizqi Habibah (2021:3) 

Presentase untuk pemegang saham pada tahun 2015 adalah 20% dengan total 

Rp 21.257.395, dan keuntungan setiap lembar sahamnya sejumlah Rp 1.365. 

Sedangkan pada tahun 2016 presentase untuk pemegang saham meningkat 

menjadi 50% dengan total Rp 79.800.291, dan keuntungan setiap lembar 

sahamnya sejumlah Rp 4.218.
24

 

Perihal pembagian kerugian, adanya pembagian kerugian apabila telah 

dinyatakan pailit oleh pengadilan. Terkait hal ini disampaikan oleh Sunarto 

sebagai berikut: 

“Terkait dengan pembagian kerugian, tentunya adanya pembagian 

kerugian ketika perusahaan telah dinyatakan bangkrut  atau pailit oleh 

pengadilan. Caranya dengan jumlah kerugian dikurangi jumlah aset yang 

dimiliki perusahaan, jika masih terdapat sisa kerugian maka akan 

ditanggung bersama-sama oleh para pemegang saham sesuai dengan 

porsi modalnya.”
25

 

 

Adapun terkait dengan kerugian yang diakibatkan oleh tutupnya 2 

cabang di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, menurut Nur Kholis 

(Pengelola Cabang), kerugian di Cabang Jenangan telah terjadi sejak tahun 

pertama pembukaan (tahun 2018). Hutang dan kerugian pada tahun pertama 
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 Rizqi Habibah (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Maret 2021.  
25

 Sunarto (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Maret 2021. 
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ini ditanggung dengan menggunakan saham dari cabang lain (subsidi silang) 

terlebih dahulu. Pada tahun 2019, Bintang Swalayan Cabang Jenangan dan 

Slahung ditutup karena mengalami kerugian. Dan pada RUPS tahun 2019 

inilah diputuskan untuk dimandirikannya masing-masing cabang dengan 

pengelola MWCNU masing-masing kecamatan. Saham yang awalnya satu 

manajemen pun dikembalikan ke masing-masing cabang.
26

 

Menurut Sunarto kerugian yang terjadi ini bukan termasuk kepailitan 

perusahaan dan masih dapat di atasi. Sunarto mengatakan bahwa kerugian ini 

diatasi dengan tidak membagikan laba kepada pemegang saham dan 

karyawan, tetapi mengalokasikan 50% dana untuk menutupi kerugian dan 

modal pengembangan. Dan nantinya Bintang Swalayan Cabang Jenangan 

akan dibuka kembali dan menjadi salah satu swalayan cabang dari pusat.
27

 

Jadi, pada tahun 2019 tersebut tidak ada pembagian kerugian kepada para 

pemegang saham. Kerugian yang terjadi tersebut merupakan kerugian usaha 

yang masih dapat diatasi oleh perusahaan. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI SAHAM DI PT 

KARYA BINTANG SEMBILAN PONOROGO 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Investasi Saham Di 

PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo 

Melakukan kerja sama atau kemitraan dalam usaha atau bisnis 

merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam. Karena dapat memberikan 

manfaat dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan 

melakukannya sendirian. Shirkah adalah kemitraan berbisnis yang cukup 

umum digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan data hasil penelitian yang 

diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber, PT Karya 

Bintang Sembilan Ponorogo merupakan perusahaan di bawah naungan 

organisasi Nahdlatul Ulama yang membuka penawaran kerja sama 

(kemitraan) Islam berbentuk musha>rakah atau shirkah. PT Karya Bintang 

Sembilan Ponorogo membuka kerja sama penawaran investasi saham kepada 

masyarakat umum. Dalam kerjasama berjenis ini, kemitraan pemegang saham 

bukan hanya pada modal saja, tetapi investor juga turut serta dapat menjadi 

pengelola.
1
 

Shirkah merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk 

saling berkontribusi modal dalam rangka menjalankan usaha dengan 

keuntungan serta kerugian akan dibagi dan ditanggung bersama.
2
 Akad 

                                                           
1
 Apipudin, “Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah,” Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 

20 No. 1 (2015), 43. 
2
 Sri Sudiarti, Fiqih Muamalah Kontemporer (Medan: UINSU-Press, 2018), 145.  
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shirkah dibolehkan meskipun pada beberapa jenisnnya ulama berselisih 

pendapat. Menurut analisis peneliti, dalam hukum Islam akad yang berlaku 

dalam sistem kerja sama investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan 

Ponorogo adalah shirkah ina>n. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan akad ini 

yang tidak mensyaratkan adanya persamaan modal, keuntungan, dan 

kerugian. Dalam shirkah ina>n, seorang mitra dapat memberikan izin kepada 

mitra lain untuk mendayagunakan harta. Dan hal ini berlaku pula di PT Karya 

Bintang Sembilan Ponorogo dimana sebagian mitra tidak turut mengelola 

modal investasi atau menjadi sleeping partners dan memberikan izin kepada 

mitra yang lain untuk mengelola modal tersebut. Jadi, sebagian pemegang 

saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo merangkap menjadi 

pengelola. Hal ini diperbolehkan berdasarkan pendapat ulama Malikiyah 

dalam hal pemberian izin melakukan tas}arruf dengan harta shirkah, yakni: 

بىهى فِى  دٍ مىنَ الشاارىكَيْى لىصَاحى هىمَا أَيْ أَنْ يأُْذَنَ كُلا وَاحى إىذْنٌ فِى الاتصَر فى لََمَُا مَعَ انَْ فُسى
هُمَاأَ  ن ْ                          نْ يَ تَصَر فَ فِى مَالٍ لََمَُا مَعَ إىبْ قَاءى حَق  التاصَر فى لىكُلٍّ مى

“Pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur modal bersama, 

artinya: setiap mitra kerja memberikan izin kepada mitra kerja yang lain 

untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan itu.”
3
 

 

Demikian berlaku juga dalam pelaksanaan tanggung jawab, seorang mitra 

dapat memiliki tanggungjawab lebih besar dari mitra lainnya. Selain itu, 

jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham juga 

berbeda. Pengertian shirkah ina>n sendiri merupakan kontrak kerja sama 

kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak 

                                                           
3
 Syafri Muhammad Noor, Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah (Jakarta: 

Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9. 
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bisnis (tas}arruf) dalam suatu modal (ma>l) secara presentase (syuyu’) dengan 

sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.
4
 

Dalam pelaksanaan akad shirkah ini, terdapat tiga rukun yang harus 

terpenuhi. Pertama, yakni s}ighat (ungkapan dari kedua belah pihak yang 

bertransaksi), Berupa ijab dan qabu>l yang berisi penawaran dan penerimaan 

terkait shirkah baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Kedua, ‘aqidayn (dua 

pihak yang melakukan transaksi), dimana para pihak tersebut memiliki 

kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-‘aqd) seperti pandai, dan tidak 

dicekal untuk membelanjakan harta serta mempunyai kecakapan bertindak 

secara sempurna (ahliyyatul ada>’ ka>milah), yakni orang yang telah mencapai 

usia ‘a>qil b>aligh dan berakal sehat. Ketiga, Objek shirkah (modal pokok), 

dapat berupa harta maupun pekerjaan. Disini modal pokok bukan benda 

terutang atau benda yang tidak diketahui.
5
 

Menurut analisis peneliti, investasi saham di PT Karya Bintang 

Sembilan telah memenuhi rukun-rukun shirkah dalam melaksanakan akad. 

S}>ighat atau ungkapan kedua belah pihak yang melakukan penanaman saham 

diucapkan secara lisan pada saat akad dan dituangkan dalam tulisan dalam 

bentuk Surat Bukti Kepemilikan Saham (SBKSS) yang akan diberikan 

menyusul. Berdasarkan data wawancara, Rizqi Habibah mengatakan bahwa 

SBKSS tersebut berbentuk semacam sertifikat, yang berisi kop PT Karya 

Bintang Sembilan, penomoran saham, identitas pemilik seperti nama, alamat, 

                                                           
4
 Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Aghitsna 

Publiser, 2020),194.  
5
 Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011),102.  
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nomor KTP dan jumlah nominal saham yang ditanamkan.
6
 Dari hasil 

wawancara ini, dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan s}>ighat penanaman 

saham jelas tertulis dalam akad beserta nominalnya dalam SBKSS. 

Untuk para pihak (aqidayn) yang terlibat dalam pelaksanaan investasi 

saham ini yakni pengelola dan pemegang saham yang kini berjumlah 922 

investor. Adapun pengelola yang melaksanakan akad merupakan Bagian 

Administrasi Umum/SDM. Objek yang menjadi modal pokok investasi di PT 

Karya Bintang Sembilan Ponorogo adalah uang. Uang tersebut ditawarkan 

dalam bentuk lembar saham dengan harga Rp 100.000,- setiap lembarnya.
7
 

Dalam hal persyaratan shirkah, secara umum ulama menyepakati 

beberapa hal. Yakni para pihak yang melakukan transaksi mempunyai 

kecakapan/keahlian (ahliyah) yang mana para pihak yang hendaknya 

merdeka, ba>ligh, dan pandai (rashi>d). Kemudian dalam hal modal, hendaknya 

modal shirkah diketahui dan ada pada saat transaksi. Selain itu, para ulama 

juga  berpendapat bahwa besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan 

yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.
8
 

Menurut analisis peneliti, syarat-syarat di atas telah dipenuhi dalam 

pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. 

Kecakapan para pihak dibuktikan dengan adanya persyaratan menyerahkan 

fotocopy KTP untuk dapat menanamkan saham. Selain itu, para pihak pun 

harus melaksanakan akad tersebut sendiri, tidak boleh diwakilkan kecuali jika 

                                                           
6
 Rizqi Habibah (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Maret 2021. 

7
 Rizqi Habibah (Pengelola), Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Maret 2021. 
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menggunakan surat kuasa. Dalam hal ini, para pihak yang melakukan 

transaksi tebukti mempunyai kecakapan/keahlian (ahliyah), karena para pihak 

memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi (ahliyah al-‘aqd) dan telah 

memenuhi ahliyyatul ada>’ ka>milah yang merupakan orang yang telah 

mencapai usia ‘a>qil b>aligh dan berakal sehat sebagai syarat untuk dapat 

melakukan transaksi, hal ini sesuai dengan Qur’an surat an-Nisa’ ayat 6:
9
 

مْ أمَْوَالََُ  هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إىليَْهى ن ْ مْ  وَابْ تَ لُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّاٰ إىذَا بَ لَغُوا الن كَاحَ فإَىنْ آنَسْتُمْ مى
وَمَنْ كَانَ غَنىيًّا فَ لْيَسْتَ عْفىفْ  وَمَنْ كَانَ فَقىيراً  وَلََّ تأَْكُلُوهَا إىسْراَفاً وَبىدَاراً أَنْ يَكْبَ رُوا 

يبًا مْ أمَْوَالََمُْ فَأَشْهىدُوا عَلَيْهىمْ  وكََفَىٰ بىاللاهى حَسى  فَ لْيَأْكُلْ بىالْمَعْرُوفى  فإَىذَا دَفَ عْتُمْ إىليَْهى
(6 )                                                                                 

Artinya: 

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 

menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas 

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. 

Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas 

kepatutan dan (janganlah kamu tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum 

mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka 

hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan 

barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara 

yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada 

mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah 

sebagai pengawas”. (QS. An-Nisa’ [4] : 6) 
10

 

 

 Modal shirkah juga cukup jelas diketahui dan ada pada saat transaksi. 

Nominal modal akan tertera dalam kwitansi pembelian dan juga SBKSS. Hal 

ini berdasarkan penuturan para pemegang saham yang peneliti wawancarai, 

dan semua pemegang saham tersebut mengatakan hal yang sama. Proporsi 
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 Afdawaiza, “Terbentuknya Akad Dalam  Hukum  Perjanjian Islam,” al-Mawaridi, 

edisi XVII (2008), 185.  
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Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sinergi Pustaka 
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keuntungan di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo dinyatakan dalam 

presentase. Pembagian presentase keuntungan ini diputuskan dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Jadi, menurut penulis pembagian dalam 

presentase ini menjadi bukti bahwa pembagian keuntungan cukup jelas dan 

diketahui dengan penjumlahan yang berlaku. 

Dalam hukum Islam, menurut Uthmani, proporsi keuntungan yang 

dibagikan kepada mitra harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi 

keuntungan belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
11

 Di PT Karya 

Bintang Sembilan Ponorogo, ketika pelaksanaan akad pemegang saham 

mengatakan bahwa pengelola tidak melakukan kesepakatan proporsi 

keuntungan pada saat akad. Pada saat akad penanaman saham, pemegang 

saham hanya melakukan akad penanaman saham dengan jumlah tertentu. 

Dari pihak pengelola juga mengklarifikasi ketika pelaksanaan akad memang 

tidak menyepakati proporsi keuntungan, karena proporsi keuntungan akan 

disepakati ketika RUPS. Dalam penelitian lapangan, peneliti juga 

menemukan fakta bahwa pengelola juga tidak melakukan kesepakatan bagi 

hasil pada awal akad dengan alasan yang sama, yakni bagi hasil juga akan 

disepakati ketika RUPS. 

Menurut hasil wawancara dengan pengelola saham, hal ini dilakukan 

karena presentase keuntungan dan bagi hasil dibahas dan disepakati pada saat 

RUPS saja. Dan presentase keuntungan serta bagi hasil dibahas oleh yang 

hadir dalam RUPS, yakni Ketua PCNU, pengurus NU, para pengelola saham 
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 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 221.  
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(karyawan yang ditunjuk) dan para pemegang saham yang diwakili oleh para 

pengampu. Suara seluruh pemegang saham diwakili oleh pengampu. Secara 

otomatis, kesepakatan yang dihasilkan dalam RUPS ini akan menjadi 

kesepakatan yang disepakati seluruh pemegang saham meskipun tidak hadir 

secara keseluruhan. Hasil kesepakatan dari RUPS ini akan disampaikan oleh 

para pengampu kepada seluruh pemegang saham yang diampunya.  

Jadi berdasarkan hasil penelitian di atas, proporsi keuntungan di PT 

Karya Bintang Sembilan Ponorogo disepakati pada saat RUPS. Namun jika 

terdapat pemegang saham yang tidak mengetahui proporsi keuntungan setiap 

RUPS yang diadakan setiap satu tahun sekali, maka hal ini merupakan 

kelalaian para pengampu yang tidak menyampaikan informasi secara 

menyeluruh kepada para pemegang saham yang menjadi tanggung jawabnya. 

Jika ini terjadi, tentu saja dapat mengakibatkan ketidakjelasan hak para 

pemegang saham. Padahal PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo telah 

memberikan proporsi keuntungan ketika RUPS yang disepakati bersama oleh 

para pengurus NU, pengelola, dan para pengampu sebagai wakil seluruh 

pemegang saham.   

Menurut analisis peneliti, meskipun proporsi keuntungan baru akan 

diketahui ketika RUPS, pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya 

Bintang Sembilan Ponorogo tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam. 

Karena akad investasi saham ini merupakan akad yang sistemnya bertahap 

mulai dari sosialisasi/penawaran, penanaman saham, sampai kepada 

pembagian keuntungan (bagi hasil) ketika RUPS. Dari hasil wawancara 
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dengan pengelola, diketahui bahwa ketika sosialisasi/penawaran saham, 

disinilah pengelola menjelaskan mengenai tujuan dan pelaksanaan investasi 

saham ini ke depannya, kemudian dilanjutkan ke tahap penanaman saham, 

dan berlanjut ke RUPS yang menjadi sarana kesepakatan proporsi 

keuntungan dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Jadi akad investasi saham 

ini tetap sah meskipun proporsi keuntungan tidak disepakati di awal akad. 

Selain itu, sesuai dengan yang disampaikan oleh pengeola, tujuan 

utama pendirian PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo ini adalah sebagai 

simbol kemandirian perekonomian Organisasi Nahd}atul Ulama (NU) atau 

sebagai sarana dakwah di bidang perekonomian dan juga sebagai sarana 

pengembangan organisasi. Jadi, mayoritas pemegang saham orientasi 

utamanya bukan pada keuntungan dan telah memberikan kerelaan dalam 

penanaman investasi saham ini. Dalam kaidah us}ul fiqih: 

هُ نْ مى  دُ لا وَ ت َ ا ي َ ى بىَ ضَ رى  ئى الشا ى بى ضَ  الر  
“Kerid}aan dengan segala sesuatu adalah rid}a dengan akibat yang 

terjadi dari padanya”
12

 

 

Berdasarkan kaidah ini, seseorang yang telah rid}a, maka juga berarti bahwa ia 

harus menerima segala akibat atau segala hal yang terjadi dari kerid}aan 

tersebut.
13

 Jadi, ketika para pemegang saham telah memberikan kerelaannya, 

maka para pemegang saham juga harus menerima segala ketentuan dan akibat 

dalam pelaksanaan investasi saham ini. 

                                                           
12

 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (Bajarmasin: LPKU, 2015), 186. 
13

 Ibid., 187. 
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Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam tinjauan 

hukum Islam pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang 

Sembilan Ponorogo ini secara keseluruhan telah sesuai dengan hukum Islam, 

karena kerjasama dalam bentuk shirkah ina>n telah terpenuhi rukun dan 

syaratnya dalam investasi saham ini. Rukun dan syarat yang telah terpenuhi 

dapat dibuktikan dari adanya ucapan (s}i>ghat) sebagai akad kedua belah pihak 

baik pengelola maupun pemegang saham untuk penanaman investasi saham 

secara lisan dan tulisan yang dituangkan dalam SBKSS, adanya para pihak 

(shuraka>’) yakni pengelola dan pemegang saham yang telah cakap terbukti 

dengan adanya persyaratan fotocopy KTP dan tidak boleh diwakilkannya 

pihak yang akan bertransaksi kecuali dengan surat kuasa sebagai persyaratan 

penanaman modal, serta adanya modal (ma’qu>d ‘alaih) yang jelas, ada pada 

saat transaksi, dan tertuang nominalnya dalam kwitansi pembelian dan 

SBKSS. Adapun persyaratan shirkah ina>n lain yang telah terpenuhi yakni 

jumlah keuntungan yang jelas yang dalam hal ini dinyatakan dalam 

presentase.  

Dari segi penetapan proporsi keuntungan yang tidak disepakati di 

awal akad, menurut analisis peneliti akad investasi saham di PT Karya 

Bintang Sembilan Ponorogo ini tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam. 

Karena pada dasarnya proporsi keuntungan akan ditetapkan ketika RUPS. 

Jadi akad investasi saham ini merupakan akad yang terus berlanjut dan 

bertahap mulai dari sosialisasi/penawaran, penanaman saham, sampai kepada 

pembagian keuntungan (bagi hasil) ketika RUPS. 
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pada Investasi Saham Di PT 

Karya Bintang Sembilan Ponorogo 

Dalam shirkah ina>n keuntungan yang dibagikan kepada para pihak 

boleh sama atau berbeda, karena dalam shirkah ina>n tidak ada persyaratan 

persamaan modal. Jika modal para pihak berbeda, keuntungan yang dibagikan 

sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Namun jika modal para pihak 

sama, maka keuntungan yang dibagikan boleh sama atau berbeda bergantung 

kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.
14

 Begitu juga dalam pengelolaan 

shirkah, setiap mitra dapat ikut serta dalam usaha. Para mitra dapat pula 

menyepakati bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu 

dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian dari manajemen 

shirkah (sleeping partners). Dalam hal demikian, sleeping partners akan 

memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya. Sedangkan mitra yang 

turut  serta mengelola usaha diperbolehkan untuk mensyaratkan bagi dirinya 

sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan 

kerja yang lebih banyak.
15

 

Keuntungan yang disepakati harus dikuantifikasikan. Hal ini 

dimaksudkan agar dasar kontrak tegas dan tidak menimbulkan sengketa pada 

saat alokasi keuntungan ataupun penghentian shirkah. Dalam alokasi 

keuntungan, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat 

proporsional sesuai modal dan ada pula yang berpendapat keuntungan dibagi 

secara tidak proporsional. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, 

                                                           
14

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017),  348.  
15

 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah, 221. 
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keuntungan harus dibagi secara proporsional yang telah disetorkan para pihak 

tanpa memandang jumlah pekerjaan yang dilaksanakan para pihak. Menurut 

pendapat ulama ini, karena keuntungan merupakan hasil modal, maka 

pembagian harus proporsional. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Hanabilah 

berpendapat bahwa mereka menyetujui pembagian keuntungan yang tidak 

proporsional terhadap modal. Menurut argumentasi ulama ini, keuntungan 

bukan hasil modal melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. 
16

 

Menurut analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan 

pengelola, modal saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo memiliki 

jumlah yang tidak sama. Sebagian pemilik saham juga merupakan pengelola. 

Dalam hukum Islam hal ini sesuai dengan konsep shirkah ina>n, dimana dalam 

shirkah  jenis ini tidak mensyaratkan adanya persamaan modal maupun kerja 

dan salah satu pihak dapat menjadi wakil bagi pihak lain dalam pengelolaan 

harta. 

Dalam hal alokasi keuntungan, menurut Sunarto, pembagian 

keuntungan di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo dikuantifikasikan dalam 

bentuk presentase. Presentase bagi hasil ini dibahas ketika RUPS dengan 

kesepakatan seluruh peserta rapat yang hadir, terutama para pemegang saham. 

Pembagian tersebut diperuntukkan untuk Organisasi Nahd}atul Ulama, 

pemegang saham, kesejahteraan karyawan, dan cadangan (pengembangan 

modal). Karena PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo ini milik organisasi 

Nahdlatul Ulama, maka presentase terbesar diberikan untuk organisasi. Setiap 

                                                           
16

 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor, Ghalia Indonesia, 

2012), 156-157. 
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tahun, jumlah presentase ini dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan 

kondisi perusahaan dan kebutuhan organisasi NU. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut, menurut peneliti alokasi keuntungan tersebut sudah 

sesuai karena pembagian keuntungan jelas, yakni dinyatakan berdasarkan 

presentase. Sedangkan pembagian keuntungan shirkah yang dialokasikan 

untuk pihak ketiga, yang dalam hal ini merupakan organisasi NU, 

berdasarkan teori sebagian ulama membolehkan. Hal ini tentu harus dengan 

kesepakatan seluruh mitra. Dan di PT Karya Bintang Sembilan ini, presentase 

tersebut telah disepakati dalam RUPS. 

Dalam hal pembagian hasil, dalam Islam tidak disebutkan secara rinci, 

melainkan hanya garis besarnya saja. Hal ini dimaksudkan agar para pihak 

membuat perjanjian untuk menghindari kesalahpahaman. Rasulullah SAW. 

bersabda: 

اللهى صَلاى اللهُ عَلَيْهى وَسَلامَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَ رَ بىشَرْطى مَا  لى عَنْ عَبْدى اللهى ابْنى عُمَرَ أَنا رَسُوْ 
هَا مىنْ ثََرٍَ أَوْ زَرعٍْ  ن ْ 17(رواه مسلم)يََْرجُُ مى

  

Artinya: 

“Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Rasullullah SAW. telah memberikan 

kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dapat dipelihara oleh 

mereka dengan perjanjian, mereka akan diberikan sebagian dari 

penghasilan baik buah-buahan atau tanaman.” (HR. Muslim) 
18

 

 

Sesuai dengan hadith di atas, pembagian hasil yang dibagikan kepada para 

pihak berdasarkan perjanjian. Menurut para ulama, pembagian keuntungan 

dalam shirkah ina>n  disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan, hal ini 

                                                           
17

 Imam Abi Husain Muslim bin Qusairy an-Nasabury, Sahih Muslim Juz IX (Surabaya: 

Toko Kitab Hidayah, 2005), 177. 
18

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 395. 
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merupakan pendapat ulama Malikiyah dan Syafi’iyah. Tetapi menurut ulama 

Hanafiyah dan Hanabilah diperbolehkan menyepakati keuntungan yang lebih 

besar kepada seorang mitra di atas proporsi modal yang dimilikinya apabila 

mitra tersebut memiliki kontribusi pekerjaan lebih besar dari pihak lainnya, 

sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan tersebut.
19

  

Dalam membagikan keuntungan, PT Karya Bintang Sembilan 

Ponorogo telah menyepakati bahwa alokasi keuntungan (dividen saham) 

untuk para pemegang saham proporsional berdasarkan modal saham yang 

ditanamkan, tetapi terdapat imbalan untuk pemegang saham yang merangkap 

menjadi pengelola. Hal ini tentu telah sesuai dengan pendapat ulama 

Hanafiyah dan Hanabilah, yang mana pendapat tersebut juga berdasarkan 

kaidah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib RA. dalam kitab al-Ja>mi’ 

yang diriwayatkan oleh Abdul Rozaq sebagai berikut:  

الَيْى  
َ
عَةُ عَلَى قَدْرى ال ي ْ  ال رْبحُ عَلَى مَا شَرَطاَ، وَالوَضى

“Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan 

kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya.”
20

 

 

Pembagian keuntungan yang telah sesuai dapat ini dibuktikan dari 

cara pembagian dividen yang pernah dibagikan pada tahun 2016. Pada tahun 

2016 ini, total keseluruhan laba sebesar Rp 159.600.582,- dengan alokasi 

pembagian 15% untuk organisasi NU (MWC&PAC) sebesar Rp 23.940.087,-

, 5% untuk organisasi PCNU sebesar Rp 7.980.029,-, 20% untuk modal 

pengembangan sebesar Rp 31.920.116,-, 50% untuk pemegang saham sebesar 
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 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 157. 
20

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 348. 
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Rp 79.800.291,-, dan 10% untuk kesejahteraan karyawan sebesar Rp 

15.960.058,-. Rizki Habibah (Pengelola) mengatakan bahwa pada tahun 2016 

tersebut keuntungan setiap lembar sahamnya sejumlah Rp 4.218,-. 

Berdasarkan penuturan ini, peneliti berkesimpulan setiap pemegang saham 

akan  mendapatkan keuntungan berdasarkan modal investasi saham yang 

mereka tanamkan yakni sebesar Rp 4.218,- setiap lembar sahamnya. Adapun 

untuk hasil kerja pemegang saham yang mengelola, diambilkan dari biaya 

operasional perusahaan. Berdasarkan analisis di atas, pelaksanaan bagi hasil 

investasi saham telah sesuai dengan hukum Islam. 

Dalam hal pembagian kerugian, menurut teori shirkah para ulama 

sepakat bahwa kerugian yang dibagi kepada seluruh mitra berdasarkan modal 

yang dinvestasikan. Hal ini juga telah sesuai dengan kaidah di atas, yakni:  

الَيْى 
َ
عَةُ عَلَى قَدْرى ال ي ْ  ال رْبحُ عَلَى مَا شَرَطاَ، وَالوَضى

“Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan 

kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya.”
21

 

 

Jika terjadi kerugian dalam dalam shirkah berkelanjutan (going concern) 

diperbolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan 

dengan keuntungan pada masa berikutnya.
22

 

Menurut Sunarto di PT Karya Bintang Sembilan akan melakukan 

pembagian kerugian kepada para pemegang saham apabila telah dinyatakan 

pailit oleh pengadilan. Apabila telah pailit, maka kerugian akan dibagi dengan 

cara menghitung jumlah seluruh kerugian kemudian dikurangi jumlah aset 

                                                           
21

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 348. 
22

 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 157.  
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yang dimiliki perusahaan. Jika masih terdapat sisa kerugian, maka akan 

dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan modal 

investasinya. Namun jika kerugian tersebut terjadi karena kerugian usaha dan 

bukan termasuk kepailitan, maka akan ditangani oleh perusahaan. Menurut 

analisis peneliti, dalam menangani kerugian seperti yang terjadi pada 

kerugian di Bintang Swalayan Jenangan dan Slahung, PT Karya  Bintang 

Sembilan mengatasinya dengan mengutamakan keuntungan untuk menutup 

kerugian terlebih dahulu, meskipun nantinya keuntungan kepada pemegang 

saham tidak dibagikan karena digunakan untuk menutup kerugian dan 

menjaga stabilitas perusahaan. Menurut analisis peneliti, dalam membagi 

kerugian, PT Karya  Bintang Sembilan telah sesuai dengan hukum Islam. 

Karena pembagian kerugian berdasarkan masing-masing modal. 

Dapat peneliti simpulkan, bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan 

bagi hasil di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo telah sesuai dengan 

hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian kerjasama investasi 

saham dengan shirkah ina>n, alokasi keuntungan (pembagian dividen saham) 

yang jelas dalam bentuk presentase, pembagian keuntungan kepada setiap 

pemegang saham berdasarkan investasi yang dikuantifikasikan dengan 

keuntungan setiap lembar saham, serta pembagian kerugian yang sesuai 

proporsi investasi masing-masing pihak.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan mengenai 

tinjauan hukum Islam terhadap investasi saham di PT Karya Bintang 

Sembilan Ponoogo, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan 

Ponorogo secara umum telah sesuai dengan hukum Islam. Bentuk akad 

yang dilaksanakan adalah shirkah ina>n, terbukti dari jumlah modal 

investasi yang ditanamkan pemegang saham berbeda, dan juga adanya 

perbedaan kontribusi usaha para mitra. Selain itu, rukun dan syarat dalam 

investasi ini telah terpenuhi. Dari segi penetapan proporsi keuntungan 

yang tidak disepakati di awal akad, menurut analisis peneliti akad 

investasi saham ini tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam. Karena 

proporsi keuntungan disepakati bersama ketika RUPS dan akad dalam 

investasi ini merupakan akad yang dilakukan bertahap mulai dari 

sosialisasi/penawaran, penanaman saham, sampai kepada penetapan 

proporsi keuntungan ketika RUPS.  

2. Pelaksanaan bagi hasil di PT Karya Sembilan Ponorogo telah sesuai 

dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan alokasi keuntungan yang 

dihitung secara jelas dinyatakan dalam presentase meskipun hanya 

dibahas ketika RUPS setiap satu tahun sekali. Pembagian keuntungan 
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setiap pemegang saham sesuai dengan modal yang ditanamkan dimana 

keuntungan pemegang saham dihitung berdasarkan setiap lembar saham. 

Untuk pembagian kerugian, kerugian akan dibagikan jika telah 

dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan proporsi investasi saham 

yang ditanamkan, jika kerugian diakibatkan karena kerugian usaha, maka 

akan ditangani perusahaan dengan mengutamakan menanggung kerugian 

sebelum membagikan saham kepada pemegang saham. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini, peneliti menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Bagi pihak pengelola PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, diharapkan 

pada saat akad pengelola menjelaskan kembali gambaran yang cukup 

jelas terkait akad investasi saham ketika pelaksanaan akad. Karena hal ini 

akan memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang bekerja 

sama. Jadi, bila para pihak baik pengelola maupun pemegang saham 

memahami akad  investasi saham ini dengan baik, juga akan 

meminimalisir terjadinya perselisihan di masa mendatang. 

2. Bagi pemegang saham PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, 

diharapkan untuk memahami keja sama investasi saham terutama dengan 

menggunakan akad shirkah,  baik akad maupun sistem pembagian hasil. 

Hal ini dilakukan agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman 

ketika pelaksanaan investasi. 
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3. Bagi para pengampu yang mewakili para pemegang saham, diharapkan 

dapat memberikan semua informasi yang didapat dari PT Karya Bintang 

Sembilan Ponorogo kepada seluruh pemegang saham yang diampunya, 

agar pemegang saham mendapatkan haknya mengetahui segala 

keputusan dan ketetapan hasil RUPS. 

4. Bagi pihak pengelola dan pemegang saham, diharapkan dapat menjalin 

komunikasi yang baik. Agar dapat saling memberikan keterbukaan 

informasi di antara para pihak. 
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